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ABSTRAK 

 

 

Raodhathul Jannah, 2021,“ Perspektif Siyasah Islam Tentang Omnibus Law di 

Indonesia.”Pembimbing (1) Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI., 

Pembimbing (2) Nirwana Halide, S.HI., M.H. 

 

Tujuan penelitian adalah: (1) Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan konsep 

omnibus law. (2) Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh 

konsep omnibus law yang digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam 

penataan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk mengetahui tinjuan siyasah 

Islam tentang konsepsi omnibus law dalam struktur perundang-undangan di 

Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan 

pendekatan perundang-undangan (statue approachi) dilakukan untuk mempelajari 

adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang- 

undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara 

regulasi dan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) . 

Pemerintah mengesahkan Undang- Undang Cipta Kerja sebagai bentuk trobosan 

dalam penggunaan omnibus law di Indonesia yang merubah 82 Undang-Undang 

dan lebih dari 1.200 Pasal. (2) Dampak dan manfaat penerapan Omnibus Law di 

Indonesia Pertama, dilihat dari segi waktu, metode Omnibus Law dinilai lebih 

efisien karena dapat menyelesaikan banyak kebutuhan akan kebijakan-kebijakan 

baru melalui regulasi dalam satu proses tunggal pembentukan undang- undang. 

Kedua, peraturan perundang-undangan dapat ditata menjadi lebih harmonis karena 

pada tiap kesempatan mengadakan perubahan dengan satu undang-undang, maka 

substansi yang terdapat dalam banyak undang-undang lain dapat sekaligus 

diintegrasikan ke dalam undang- undang baru. Ketiga, dengan metode omnibus law, 

kebijakan negara dan pemerintahan yang berlaku mengikat karena dituangkan 

resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat lebih mudah dimengerti, 

sehingga lebih mudah diimplementasikan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya 

dalam praktik dilapangan. (2) Adapun menurut siyasah islam, penulis 

berkesimpulan bahwa, pembentukan omnibus law ini masih terdapat kekurangan, 

karena didalam membentuk suatu undang-undang harus meliputi tahap 

perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan dan penetapan, 

pengundangan sampai penyebarluasan. 

 

Kata Kunci: Perspektif, Siyasah Islam, Omnibus Law
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ABSTRACT 

 

 

Raodhathul Jannah, 2021, “Islamic Siyasah Perspectives on Omnibus Law in Indonesia.” 

Supervisor (1) Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI., Supervisor 

(2) Nirwana Halide, S.HI., M.H. 
 

The research objectives are: (1) To find out what is meant by the concept of 

omnibus law. (2) To find out how the impact caused by the omnibus law concept 

used by the Government of the Republic of Indonesia in structuring laws and 

regulations. (3) To find out the review of Islamic siyasa on the concept of omnibus 

law in the legislative structure in Indonesia. The type of research used is normative 

research with a statutory approach (statue approach) carried out to study whether 

there is consistency and conformity between one law and other laws or between 

laws and the constitution or between regulations and laws . The results showed that: 

(1) . The government passed the Job Creation Law as a form of breakthrough in the 

use of the omnibus law in Indonesia which changed 82 laws and more than 1,200 

articles. (2) Impact and benefits of implementing Omnibus Law in Indonesia First, 

in terms of time, the Omnibus Law method is considered more efficient because it 

can solve many needs for new policies through regulation in a single process of law 

formation. Second, laws and regulations can be arranged to be more harmonious 

because at every opportunity to make changes to one law, the substance contained 

in many other laws can be integrated into the new law at the same time. Third, with 

the omnibus law method, applicable state and government policies are binding 

because they are formally stated in the form of laws and regulations that can be 

more easily understood, so that they are easier to implement or implement properly 

in practice in the field. (2) According to the Islamic siyasa, the author concludes 

that the formation of this omnibus law still has shortcomings, because in forming a 

law it must include the planning, preparation, drafting techniques, discussion and 

determination, promulgation to dissemination. 

 

Keywords: Perspective, Islamic Siyasa, Omnibus Law 



 

 

1 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

 

Indonesia adalah salah satu yang menganut sistem hukum civil law atau 

sistem Eropa Kontinental yang menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan 

negara adalah peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peraturan perundang- 

undangan menjadi tumpuan utama untuk melaksanakan jalannya pemerintahan dan 

aktifitas lain sebuah negara. Salah satu sumber hukum pada negara-negara yang 

menganut sistem civil law adalah yurisprudensi. Namun dalam penerapannya, 

peraturan perundang-undanganlah yang diutamakan dan disesuaikan dengan 

tingkatan peraturan perundang-undangan yang berlaku Tingkatan peraturan 

perundang-undangan ini biasanya juga disebut dengan istilah hierarki dimana 

perundang-undangan yang ada berjenjang atau bertingkat mulai yang 

kedudukannya tertinggi sampai pada yang paling di bawah.1 

Omnibus law dipilih pemerintah sebagai metode yang tepat dalam menyusun 

payung hukum proses bisnis perizinan di Indonesia karena melalui metode omnibus 

law dapat membuat suatu regulasi mencakup lebih dari satu materi substantif, atau 

beberapa hal kecil yang telah digabungkan menjadi satu aturan, yang bertujuan 

untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan kemanfaatan. Omnibus law 

memang baik untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak. Namun tanpa 

adanya upaya lain, masalah disharmoni, ego sektoral sampai masalah regulasi yang 

tidak partisipatif, tentu penerapan omnibus law pun tidak akan efektif untuk 

 
1 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 82. 



2 
 

 

 

 

 

mengatasi masalah regulasi yang ada di Indonesia. Konsep omnibus law ini masih 

menjadi perdebatan para apabila diterapkan di Indonesia yang menganut sistem 

civil law yang mengutamakan adanya kodifikasi hukum. Pro dan Kontra pendapat 

yang meramaikan rencana pemerintah tersebut, dimana dikalangan yang 

mendukung rencana pemerintah tersebut menyatakan bahwa omnibus law 

merupakan solusi yang tepat untuk menjawab persoalan tumpang tindihnya 

beberapa aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. 

Berbeda dengan kalangan penentang atau kontra yang menganggap bahwa 

rencana omnibus law tersebut dianggap sebagai konsep ini merupakan konsep yang 

baru karena biasanya diterapkan di negara common law, sehingga memerlukan 

penyesuaian terhadap sistem hukum di negara kita. Ditambah dengan gerak cepat 

pemerintah yang terkesan terburu-buru dalam membuat Rancangan Undang- 

Undang Omnibus Law, dikhawatirkan dapat mengabaikan teknis penyusunan 

perundang-undangan baik secara formil maupun materil. Selain itu, konsep ini 

dianggap sebagai upaya mendeligitimasi hak-hak setiap sektor kehidupan bangsa 

tertutama menyangkut tentang ketenagakerjaan dan sektor lain yang dapat 

terpengaruh dari diberlakukannya undang-undang omnibus law tersebut. 

Dalam hal ini, siyasah islam merupakan hal yang sangat penting dalam 

pengaplikasian hukum Islam, hal ini dikarenakan nilai-nilai yang terkandung dalam 

siyasah islam tersebut merupakan nadi dalam setiap fiqh yang diistinbathkan oleh 

para ahli hukum Islam. Tidak hanya itu, siyasah islam juga merupakan suatu 

parameter kemaslahatan perlu atau tidaknya suatu hukum, disamping peran 

utamanya untuk memastikan bahwa setiap aturan yang diistinbathkan tidak 
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bertentangan dengan nash yaitu al-Quran dan Sunnah. Dengan mengaplikasikan 

siyasah islam ke dalam setiap upaya pembuatan atau pun penafsiran suatu hukum, 

maka dapat dipastikan hukum tersebut telah memenuhi standar untuk diaplikasikan 

ke dalam masyarakat, sehingga tidak dikhawatirkan lagi hukum tersebut akan 

menimbulkan persoalan baru atau menimbulkan konflik norma dalam 

pengaplikasiannya. 

Perlu diadakan kajian-kajian mendalam agar tidak merugikan kepetingan 

rakyat serta diperlukan ahli dan profesional untuk mengkualifikasi perundang- 

undangan yang sejenis yang kemudian dapat mengelompokkan peraturan-peraturan 

yang saling berkaitan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis kemudian merasa 

tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pandangan hukum Islam terhadap 

terhadap konsepsi omnibus law dalam struktur perundang-undangan yang di 

Indonesia. 

 
 

2. Batasan Masalah 

 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih 

terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan 

tercapai. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu tentang tinjauan siyasah 

Islam terhadap konsepsi omnibus law dalam struktur perundang-undangan di 

Indonesia. 
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Manfaat Penelitian 

 

 

 

 

3. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah dalam rancangan judul ini adalah: 

a. Bagaimana konsep omnibus law dalam struktur perundang-undangan di 

Indonesia? 

b. Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh konsep omnibus law yang 

digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam penataan peraturan 

perundang-undangan? 

c. Bagaimana tinjauan siyasah Islam tentang omnibus law dalam struktur 

perundang-undangan? 

 
 

4. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

dilaksanakannya penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan konsep omnibus law. 

 

b. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh konsep omnibus 

law yang digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam penataan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Untuk mengetahui tinjuan siyasah Islam tentang konsepsi omnibus law dalam 

struktur perundang-undangan di Indonesia. 
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5. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah 

informasi mengenai perkembangan hukum tata negara secara umum dan tentang 

konsepsi omnibus law dalam struktur perundang undangan yang ada di Indonesia 

apabila ditinjau dari perspektif siyasah Islam secara khusus sekaligus sebagai upaya 

pengembangan dan peningkatan wawasan dan pengetahuan sehingga dapat 

diperoleh pemahaman yang tepat dan mendalam mengenai perspektif siyasah Islam 

terhadap konsepsi omnibus law dalam struktur perundang-undangan yang ada di 

Indonesia. 

b. Manfaat Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

dalam meningkatkan pemahaman dan penjelasan bagi pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan di bidang hukum tata negara dan juga diharapkan dapat memberikan 

bermanfaat sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di masa yang 

akan datang, khususnya yang terkait dengan permasalahan konsepsi omnibus law 

dalam struktur perundang undangan di Indonesia ditinjau dari perspektif siyasah 

Islam. 
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6. Kerangka Isi Penelitian (Out Line) 

 

Penelitian yang dilakukan dan disusun secara sistematis. Adapun kerangka isi 

penelitian (out line) yang akan dilakukan terdiri dari 5 Bab yang terdiri sebagai 

berikut: 

a. BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kerangka isi penelitian (out 

line). 

b. BAB II Kajian Pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan, 

tinjauan teoritis dan kerangka pikir. 

c. BAB III Metode Penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data. 

d. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian. 

e. BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan penelitian dan implikasi penelitian. 
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Tinjaua l l 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

1. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

Penelitian mengenai konsepsi omnibus law dalam struktur perundang- 

undangan yang ada di Indoneisa telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. 

Berdasarkan eksplorasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, diantaranya 

adalah: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Fad dengan judul penelitian Omnibus Law 

Dalam Tinjauan Hifdzul Mal. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Hal ini disebabkan oleh apa yang dilakukan dalam penelitian ini 

yang tidak bertujuan untuk mengukur hubungan antar variable, akan tetapi 

bertujuan untuk menganalisis omnibus law dalam tinjauan hifdzul mal. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari pembentukan RUU Omnibus Law 

adalah dikarenakan ada kebutuhan mendesak untuk teknik merumuskan undang- 

undang yang mengubah lebih dari satu peraturan yang relevan, demi menciptakan 

kemaslahatan dan konsistensi berbagai undang-undang. Omnibus law diperlukan 

karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan demi menjaga kestabilan 

perekonomian negara (hifdzul mal), sebab bila dibenahi satu persatu maka akan 

memerlukan waktu yang lama dan biaya yang banyak.2 

Perbedala ln   alntalra l       penelitialn   terdahl     ulu   di   atl   asl dengaln   penelitialn   yalng 
 

dilakl ukaln oleh peneliti aldallalh adl alla lh palda l    penelitialn terdalhulu tujualn penelitialn 
 

difokuska ln terhaldalp  peneralpa ln  omnibus  lalw ditinjalu  darl    i hifdzul  mall  a ltalu 
 

 

 

 
2 Mohammad Farid Fad, “Omnibus Law Dalam n Hifdzul Mal,” {eL-Mashlahah 10, 2020), 

46  
l l l l 
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3 Dhaniswara K. Harjono, “Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang-Undang No. 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal Hukum, 2020.110, 

 

 

a 3 

 
 

 

pertimbalngaln   kemalslalhaltanl  demi   menjagl a l        kesta lbilaln   perkonomialn   negarl    a.l 
 

Sedanl gkaln padl a l    penelitialn ya lng dilakl ukaln oleh peneliti memfokuska ln penelitialn 
 

terhaldalp  peneralpa ln  omnibus  lalw  demi  kemalsla lhaltaln  secarl    a l    umum  berdalsa lrka ln 
 

siyasl      ahl             Islaml            . 
 

b. Penelitialn  yalng  dilalkuka ln  oleh  Ha lrjono  denga ln  judul  penelitialn  Konsep 
 

Omnibus  Lalw  Ditinjalu  Dalri  Undalng-Undalng  No.   12  Tahl        un  2011  Tentalng 
 

Pembentukanl Peralturaln  Perundalng-Undalnganl . Penelitialn ini menggunalkaln tipe 
 

penelitialn  normaltif,sedalngkaln  sifatl penelitialn  yangl digunakl     aln  adl     allalh  bersifatl 
 

diskriptif a lnallistis dima lnal    dalta l    penelitialn diola lh, dialnallisis daln disa ljika ln dengaln 

pemberialn galmbalra ln yalng lengkalp mengenali konsep Omnibus Lalw da llalm talta lnaln 

perudalng-undalngaln yalng alda l   di Indonesia l   khususnya l   dallalm taltal   urutaln peralturanl 

perundalngaln sesua li dengaln Unda lng Unda lng RI No. 12 talhun 2011. Ha lsil alnallisis 
 

menunjukkaln balhwa l   Omnibus Lalw merupalka ln konsep pembualtaln peralturanl         yalng 
 

menggalbungkaln   beberalpa l        peraltura ln   yalng   substa lnsi   pengalturanl     nyal        berbeda l 

 

menjaldi  suatl   u  peralturanl 

 
lct). 

besa lr  ya lng  berfungsi  seba lgali  palyung  hukum  (umbrella l 

 

Perbedaal ln   alntalral       penelitialn   terdahl ulu   di   altals   denga ln   penelitialn   yalng 
 

dilakl     ukaln oleh peneliti adl     allalh padl     a l   penelitialn terdahul lu yalng dikemukakl     aln di atl   asl 
 

dibalhals  tentalng  konsepsi  omnibus  lalw  apl     albilal      ditinjaul daril sistem  perudalng- 
 

undalngaln yalng berlakl     u di Indonesia.l       Sedangkl aln padl     a l    penelitialn yalng dilakukl aln 
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4 Sodikin, “Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma 

Hukum Yang Berlaku di Indonesia,” Jurnal Rechts Vinding 9, no. 1, 2020. 143. 

 

 

 

 

 

oleh  peneliti  memfokuska ln  penelitialn  terha ldalp  tinjalua ln  siyalsalh  Islaml tentangl 
 

konsepsi omnibus la lw dalla lm struktur perundalng-undalngaln yalng alda l   di Indonesial. 
 

c. Penelitialn  yalng  dila lkukaln  oleh  Sodikin  dengaln  judul  penelitialn  Palradl        igma l 
 

Undanl g-Undalng Denganl Konsep Omnibus Lalw Berkail     tanl Dengaln Normal    Hukum 
 

yalng  Berlakl       u  di  Indonesial.  Penelitialn  ini  merupalkanl penelitialn  yuridis  normaltif 
 

yalng  bertujualn untuk  menemukaln daln  merumuska ln alrgumenta lsi hukum  melallui 
 

alna llisis   terhaldapl pokok  permalsallalhaln.   Hasl    il  penelitialn  menunjukkaln  balhwa l 

 

undalng-undalng dengaln konsep omnibus lalw alka lt dapl     atl      mengubalh sistem peratl   uranl 
 

perudalng-undalngaln  seba lb  konsep  daln  teori  da lri  omnibus  lalw  berbeda l     dengaln 
 

model hukum daln normal   hukum yalng berlakl u di Indonesia.l Da llalm hall ini, alpalbila l 

 

pemerintalh daln DPR memalksa lka ln untuk membualt undalng-undalng dengaln konsep 
 

omnibus  lalw,  ma lka l      pembentukalnnya l      halrus  mengikuti  proses  prolegnasl yalng 
 

normall, alda l   nalska lh akl aldemisnya l   yalng balik, tidakl tergesal-gesa l   dengaln melibaltkaln 
 

seluruh stalkeholder da ln masl    yarl    akl     alt. 
 

Perbedala ln   alntalral       penelitialn   terdahl     ulu   di   atl   asl dengaln   penelitialn   yalng 
 

dilakl     ukaln oleh peneliti adl     allalh padl     a l   penelitialn terdahul lu yalng dikemukakl     aln di atl   asl 
 

dibalhals  tentanl g  konsepsi  omnibus  lalw  apl albila l      ditinjaul dalri  sistem  perudalng- 
 

undalngaln   dalnn   norma l       hukum   yalng   berlakl     u   di  Indonesia.l Seda lngkaln   padl     a l 

 

penelitialn yalng dilalkuka ln oleh peneliti memfokuska ln penelitialn terhaldalp konsep 

omnibus lalw dallalm  struktur perundalng-undalngaln  ya lng  aldal    di Indonesial    alpalbilal  

ditinjalu dalri perspektif siyalsalh Islalm. 

4 
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l  l       l l        l l  l  l  l  l 

a 7
 

l        l l      l l       l l 

l  l 

l l l l 

 

 

 

 

2. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 

 

a. Dasar Perundang-Undangan 

 

Istila lh   perundalng-undalngaln   (legislaltion,   wetgeving,   altalu   gesetzgebung) 
 

dallalm  beberapl a l     kepustakl aal ln  mempunyali  dual     pengertialn  ya lng  berbeda.l Da lla lm 
 

kalmus umum ya lng berlalku, istila lh legislatl     ion dalpalt dialrtika ln dengaln perundalng- 

undalngaln daln pembualtaln undalng-unda lng, istilalh wetgeving diterjemalhkaln dengaln 

pengertialn membentuk undalng-undalng daln keseluruhaln dalripadl     al   undalng -undalng 
 

negalra l, seda lngkaln istilalh Gesetzgebung diterjemalhkaln dengaln pengertialn 
 

perundalng-undalngaln.  Setialp  jenis peralturanl perundalng-undalngaln selalin  memuatl 
 

matl   eri mualtaln ya lng berbeda l   juga l   mempunya li taltal   calra l   penulisa ln, formalt daln ciri- 

ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.6 

Keberaldalalnyal   diakl ui oleh Peratl   uranl Perunda lng-Unda lngaln yalng lebih tinggi 
 

altalu  dibentuk  berdalsalrka ln  kewena lngaln.   Menurut   Ralha lrdjo   ba lhwa l       peralturaln 
 

perundalng-undalngaln memiliki ciri-ciri sebagl li berikut: 
 

1) Bersifa lt umum daln komprehensif, yalng dengaln demikialn merupalka ln keballikaln 
 

darl    i sifa lt-sifatl      yalng khusus da ln terbaltals. 
 

2) Bersifatl universa ll. Ia l    diciptalka ln untuk  menghadl alpi peristiwa l    -peristiwa l    yalng 
 

alka ln daltanl g daln belum jelals bentuk konkretnyal. Oleh kalrena l   itu ia l   tidakl dalpa lt 
 

dirumuska ln untuk mengaltasl    i peristiwa l   -peristiwa l   tertentu sa ljal. 
 

 

 

 
 

 

5 Putera Astomo, Hukum Tata Negara: Teori dan Pralktek (Yogyalka lrta:l Thalfal  Medial, 2014), 19. 
6  Mukhlis  Taib,  Dinam 
2017), 4. 

ikal      Perundanl       g -Undalngaln  di  Indonesial      (Banl dung:  PT.  Refikal    Alditalma,l  

7 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 83. 
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l        l l 

l l 

l  l 

 

 

 

3) Memiliki kekualtaln untuk mengoreksi daln memperbaliki dirinya l   sendiri. Ha ll ini 
 

lazl im   bagl i   sua ltu   pera lturaln   untuk   mencalntumkaln   klaul sul   ya lng   memualt 
 

kemungkinaln dilalkuka lnnyal   peninjalualn kemballi. 

 

Lebih lalnjut Talib menalmba lhkaln balhwa l  pera lturaln perundalng-undalngaln halrus 
 

mempunyali ciri-ciri sebagl li berikut: 
 

1) Berupa l   keputusaln tertulis yalng berisi tingkalh lalku. 

 

2) Dibentuk,  ditetalpkaln  daln  dikelualrka ln  oleh  pejalbalt  yalng  berwena lng,  balik  di 
 

tingkalt pusa lt ma lupun di tingkalt dalerahl     , berdalsarkanll kewena lngaln perundalng- 
 

undalngaln balik bersifalt altribusi maul     pun delegasl    i. 
 

3) Mengika lt  secalra l     umum,  alrtinya l     tidalk  ditujukaln  kepalda l     seseora lng  individu 
 

(tida lk bersifatl      individuall). 
 

4) Mempunya li bentuk altalu formalt tertentu. 

 

 

b. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

 

Menurut Hudal, da llalm pembentukaln peratl   uraln perundalng-undalngaln dikenall 
 

9 
beberalpa l   alsa ls umum, anl     tara lain: 

 

1) Unda lng-undalng tidalk berlakl     u surut 
 

Alsa ls ini dalpa lt dibalca l   dallalm Pasl    all 13 All     gemene Bepallingen vanl              Wetgeving 
 

(sela lnjutnya l   disebut Al. B.) yalng terjemalhalnnyal   berbunyi sebalgali berikut: 

“Unda lng-undalng halnya l   mengikalt untuk ma lsa l   mendatl   alng daln tidalk 

mempunyali kekualta ln yalng berlalku surut. ” 

 

 
 

8 Taib, Dinam ikal    Perundalng-Undanl       g aln di Indonesial    (Jalkalrta:l graml edial  2017), 7. 
9 Ni’matul Huda, 

2015), 12. 

Teori  &  Pengujialn  Peratl    uraln  Perundalng-Undanl       g anl (Balndung:  Nusaml edia,l 
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Pasl    all  1  Alyalt  (1)  Kita lb  Unda lng-undalng  Hukum  Pidalna,l         yalng  berbunyi 
 

seba lgali berikut: 
 

“Tialda l      peristiwa l      dalpa lt  dipidalnal,  kecualli  altasl dasarll kekuatl   anl suatul atl   uranl 
 

perundalng-undalngaln pidalnal   yalng mendalhulukaln. Alrtinya l   dalri a lsa ls ini adl      allalh, 
 

balhwa l      undalng-undalng  halnyal      boleh  dipergunalkanl terhaldapl peristiwa l      yalng 
 

disebut  dallalm  undalng-undalng  tersebut  daln  terjaldi  setelalh  undalng-undalng 

dinyaltalkaln berlalku. ” 

2) Unda lng-undalng yalng tidakl        dapl     atl      digalnggu gugatl 
 

Ma lkna l     dalri  a lsa ls  ini  adl allalh  sebagl ali  berikut:  al)  adl alnya l     kemungkinaln  isi 
 

undalng-undalng yalng akl aln dibuatl menyimpalng dalri Unda lng-Unda lng Da lsa lr da ln b) 
 

Hakl  im  altalu  sialpapl un  juga l     tidalk  mempunyali  halk  uji  malteril  terhadl apl undalng  - 
 

undalng tersebut. Hakl         tersebut halnya l    dimiliki oleh yalng pembuatl       undalng-undalng 
 

tersebut. 

 

3) Unda lng-undalng  seba lgali  salra lna l    untuk  semalksima ll  mungkin  untuk  mencalpa li 
 

kesejalhteralaln spiritua ll daln malteril balgi ma lsya lra lka lt maul     pun individu, melallui 
 

pembalhalrua ln (asl    als welvalrstaal        tl     ). 
 

4) Unda lng-undalng  yalng  lebih  tinggi  mengesa lmpingkaln  undalng-undalng  yalng 

lebih rendalh (lex superiori derogalte lex inferiori) 

Menurut  asl    als  ini  ba lhwa l    peralturaln  perunda lng-undalngaln  yalng  lebih  rendalh 
 

tingkaltanl     nyal  tidakl        boleh bertentangl aln dengaln peratl   uranl        perundalng-undalngaln ya lng 
 

lebih tinggi dallalm mengaltur hall yalng sa lmal. Konsekuensi hukum a lsa ls lex superiori 
 

derogalte  lex  inferioriiallalh:  a l)  undanl     g-undalng  ya lng  dibuatl        oleh  pengualsa l     yalng 



13 
 

 

l  l  l 

l l  l  l       l l 

l l  l  l l l l       l 

l l  l 

 

 

lebih  tinggi sehingga l    mempunyali kedudukaln  yalng  lebih tinggi pulal;  b)  undalng- 
 

undalng yalng lebih rendalh tidalk boleh bertentanl     ganl         dengaln undalng-undalng ya lng 
 

kedudukalnnya l    lebih  tinggi;  c)  perundalng-undalngaln  halnya l    dapl     atl       dica lbut,  diubalh 
 

altalu dita lmbalh oleh atl   alu dengaln peralturanl        perundalng-undalngaln yalng sederaljatl      atl   aul 
 

yalng   lebih   tinggi   tingkatl   anl nyal.   Tidalk   ditaal ltinya l        alsa ls   tersebut   alkanl dalpa lt 
 

menimbulkaln ketidalktertibaln daln ketidalkpasl    tialn dalri sistem perundalng-undalngaln 

yalng   berlalku,   ba lhkaln   dapl     alt   menimbulkaln   kekalcaul     aln   atl   alu   kesimpa lngsiura ln 

perundang-undangan.10 

seba lgali dalsarl      hukum daln mengesa lmpingkaln yalng umum. 
 

5) Unda lng-undalng yalng   berlalku belalkalnga ln   membaltallkaln   undalng-undalng 

terdalhulu (lex posteriori derogatl     e lex priori) 

Ma lksudnya l     aldalla lh  undalng-undalng  alta lu  peratl   uraln  yalng  terdalhulu  (lalma l) 
 

menjaldi tidakl berlakl u alpa lbila l   pengualsa l   yalng berwena lng memberlakl ukaln undalng- 
 

undalng  altalu  peralturanl yalng  balru  da lla lm  hall  mengatl   ur  objek  yalng  salma l      daln 
 

kedudukaln undalng-undalng atl   aul peraturannya sederajat.11 Pembentukan peratl   uranl 
 

perundalng-undalngaln   yalng   balik   harl    us   dila lkuka ln   berdalsa lrka ln  a lsa ls-a lsasl yalng 
 

seba lgalimalna l    disebutkaln dallalm UU pembentukanl         Peratl   uranl         Perundalng-undalngaln 
 

yalkni: 

 

a) Kejelalsaln tujualn. 
 

b) Kelembalga laln altaul        pejalbatl      pembentuk yalng tepat.l 
 

c) Kesesua lialn alntarl    a l   jenis, hieralrki da ln malteri mualtanl     . 
 

 

 

 
 

10 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia (Jakart a:l Sinalr Gralfikal, 2013), 62. 
11 Sugiarto. Pengantar Hukum Indonesial    (Jakl      alrta:l Grafl    indo, 2018), 65. 
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l  l  l  l        l l        l 

l l  l  l 

 

 

d) Dapl     atl      dilaksa ll nakl      aln. 
 

e) Keda lya lgunaal     ln daln kehalsil gunaall     n. 
 

f) Kejelalsaln rumusa ln 

 

g) Keterbukala ln 

 

Matl   eri mualtaln yalng terkalndung dallalm sua ltu peraltura ln perunda lng-undalngaln 

juga harus mencerminkan asas-asas meliputi:12 

1) Penga lyomaln. 
 

2) Kema lnusiala ln. 

 

3) Keba lngsa laln. 

 

4) Kekelualrga la ln. 

 

5) Kenusa lntalra la ln. 

 

6) Bhinnekal   tunggall ika.l 
 

7) Kea ldila ln. 
 

8) Kesa lmalaln kedudukaln dallalm hukum daln pemerintahl     aln. 
 

9) Ketertibaln daln kepalstialn hukum. 

 

10) Keseimbalngaln, keserasl    ialn daln keselalra lsa ln. 

 

 
 

3. Konsep Omnibus Law 

 

a. Pengertian Omnibus Law 

 

Katl   a l    Omnibus  bera lsa ll  dalri  ka lta l    “omni”  dalri  ba lhalsa l    Laltin  daln  “bus”  da lri 

ba lhalsa l       Inggris.   Alwa llnyal,   katl   a l       ini   digunalka ln  di  Peralncis   untuk   pengertia ln 

 

 

 
 

12 Maria Farida, lmu  Perundalng-Undanl       g aln  I:  Jenis,  Fungsi,  daln  Matl    eri  Muatl    aln  Edisi  Revisi 

(Yogyalkalrtal: PT. Kalnisius, 2020), 271. 
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l  l  l  l       l 

l l l l l l l l 

 

 

kendalraal     ln  palnjalng  yalng  ditarl    ik  oleh  kuda l     yalng  mengalngkut  orangl disepa lnja lng 
 

jallaln utalmal  kotal  Parl    is tepatl   nyal   paldal   talhun 1828. Seoralng pengusa lha l   yalng bernalma l 

 

Stalinsla ls  Ba ludry  membua lt  usa lha l    kendalra laln  tranl     sportasl    i  yalng  ditarl    ik  oleh  kuda l 

 

untuk  melalyalni  warl    gal    kotal    Palris  di Na lntes  dengaln  menggunalkaln  dua l    gerbong, 
 

malsing-malsing gerbong dalpalt  menalmpung 16 oranl  

lng disebut pertalma l   kalli dengaln istilalh omnibus. 

g. Kendalraal ln bus kuda l    itulalh 

Setela lh itu, istilalh “omnibus” balru dikena ll luals daln dipalkali juga l   di Almerika l 

 

Serikalt  daln  Ka lna ldal,  nalmun  dengaln  pengertialn  “untuk  semual”  a ltaul mencakupl 
 

semua l.  Misa llnya l,  di  Ka lnalda l      pernalh  dibentuk  sa ltu  undalng-undalng  balru  ya lng 
 

menalmpung  daln  mengatl   ur  malteri ketentualn  ya lng  beralsa ll darl    i beberapl     a l    undalng- 
 

undalng seka lligus ya lng kemudialn dikalitkaln dengaln istilalh “omnibus”. Penggunaal     ln 
 

kaltal  “omnibus” dipalka li jugal  di Almerikal  Serikalt untuk pengertialn mencalkup semua.l 
 

Misa llnya l     untuk  pengalturaln  mengenali  “budget”  pemerintalhaln  Almerika l     Serikalt. 
 

Sejalk  dulu,  pengalturanl nya l      dallalm  undalng-undalng  tidakl seperti  UU  AlPBN  di 
 

Indonesia l   yalng terpaldu daln dilakl     ukaln secalra l   sendiri-sendiri oleh setiapl        kementria ln 
 

danl lembagl -l    lembalga l   negarl    a l   dengaln undalng-undalng masl    ing-malsing. UU AlPBN 
 

ini  merupalkaln  sa llalh  sa ltu  contoh  ya lng  sering  dipalkali untuk  menjelalska ln  alpa l    itu 
 

Omnibus  Lalw,  isinya l     mencalkup  semual     ralncalngaln  anl     ggarl    anl daln  belalnja l     semua l 

 

yalng dibia lya li oleh negalra l daln memerlukaln persetujualn kongres untuk 

kealbsa lhalnnya l   dalla lm bentuk sa ltu UU Omnibus. 

 

 

 

 
 

13 Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law dan Penerapanny 

2020), 3. 

al      di  Indonesial      (Jakl    arl   t a:l Konstitusi Press, 

14 Asshiddiqie. Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia (Bandung: Sinar Jaya),2014 , 4. 
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Padl a l   awl all lalhirnya l   wa lcalna l   Omnibus Lalw, beralsa ll da lri berbagl  ali pertanl yala ln 
 

darl    i berbalgali pihalk pun kialn menyeruakl . Sebenalrnya l   apl a l    ya lng dimakl sud denga ln 
 

Omnibus Lalw itu. Alda l   yalng mengatl   alkaln balhwa l   Omnibus Lalw sebalga li sebualh jenis 
 

peralturanl        perunda lng-undalngaln balik undalng-undalng maupul n peratl   uranl        pemerinta lh 
 

yalng  digunakl aln  seba lgali  penggalnti  undalng-undalng.  Alda l     juga l     yalng  mengaltakl aln 
 

balhwa l    Omnibus Lalw merupalkaln undalng-undalng sa lpu  jalgatl       altaul undalng-undalng 
 

adl ida lyal   daln adl ikualsa l   yalng di dallalmnya l   terdapl alt beberalpa l   undalng-undalng. 
 

Seiring denga ln berjallalnnya l    wakl     tu, konsepsi tentangl epistimologis omnibus 
 

la lw kialn menemukaln titik teralng. Konsepsi yalng menyaltalka ln balhwa l   omnibus lalw 

 

seja ltinya l   halnya l   sebualh metode, sebualh teknik, sebua lh calra l   dallalm menyusun a ltalu 
 

menormalkaln  atl   aul merumuska ln  normal      dallalm  rancl alngaln  peratl   uranl perundalng- 
 

undalngaln.  Konsepsi  tersebut  beralnggapl     aln  ba lhwa l     katl   al     “lalw”  yalng  disematkanll 
 

setelalh kaltal   omnibus dialnggapl tidakl benalr darl    i segi kalidalh balhalsa l   hukum, kalrena l 

 

“la lw”  dialrtika ln  sebalga li  hukum.  Hukum  dimakl      nali  dengaln  definisi  hukum  yalng 
 

sa lngalt luals. Omnibus la lw secarl    a l   terminologi alrtinya l   hukum omnibus. Ha ll ini tidalk 

sesua li  dengaln  alrti  seca lra l     terminologi,  sehingga l     istilalh  yalng  tepalt  a ldallalh  tektik 

omnibus  a lta lu  metode  omnibus  yalng  digunakl     aln  dallalm  penyusuna ln  peratl   uranl 
 

perundalng-undalngaln. 
 

Mengena li literaltur tentalng omnibus lalw ini ma lsih sa lngatl      kurang,l halnyal   sa lja l 

 

perlu   alda l       pendekaltaln  untuk   mema lhalmi  mengenali  konsepnya.l Melihatl teori 
 

Perundalng-unda lngaln kita l  yalng suda lh diteralpka ln dallalm bentuk Norma l  Hukum yalng 
 

tertualng  da llalm Unda lng-Unda lng  No.  12 Tahl     un 2011  jo  UU  No.  15 Tahul n 2019 
 

tentanl g Pembentukaln Pera lturaln Perunda lng-Undalngaln suda lh sa lngalt jelasl mengaltur 
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secarl    a l     sistemaltis  matl   eri-malteri  pokok  tentalng  alsasl         pembentukannyall daln  secalra l 

 

teknik dialtur tentanl     g jenis, hieralrki, matl   eri muatl   anl        da ln teknik penyusuna lnnya.l      Di 
 

dall   alm hieralrki da ln taltal  urutanl        perundalng-undalngaln tidakl        dijelalska ln secalra l  eksplisit 
 

mengenali  taltal     carl    al     pembentukanl perundalng-undanl galn  dengaln  konsep  omnibus 
 

la lw. Ha ll ini dikarl    enalka ln omnibus lalw dalla lm lingkup negalra l    yalng  menggunakl     aln 
 

sistem  hukum  civil  lalw  yalng  malsih  sa lngatl        jarl    alng  sekalli  menggunakl      aln  konsep 
 

omnibus lalw dallalm proses pembentukaln peratl   uraln perundalng-undalngaln, meskipun 
 

adl     al   beberapl     a l   negarl    al   yalng telalh menggunakl     alnnya.l 
 

Pa lda l  dalsa lrnya l  omnibus lalw merupalka ln sebualh konsep ya lng sebenalrnya l   tidalk 

berkalitaln dengaln sistem hukum ya lng berlalku, nalmun substalnsi da lripa lda l   omnibus 

la lw yalng menjaldikaln konsep ini salngalt tepatl untuk dijadl ikaln sebualh solusi da lla lm 
 

pembualtaln peralturaln perundalng-undalngaln. Ma lka l   ketika l   pemerintahl         memaksakll a ln 
 

UU omnibus lalw ini alkaln mengkuallifir danl        menalbrakl        Teori Peratl   uranl        Perundangl - 
 

Unda lngaln kital   yalng sudalh dialtur lebih jelals da llalm Unda lng-Unda lng No. 12 Talhun 

2011  jo  Unda lng-Unda lng  No.  15  Talhun  2019  tentalng  Pembentukaln  Peralturaln 

Perunda lng-Unda lngaln,  hall  ini yalng  kemudialn alkaln  memunculkaln konflik  norma l 

barl    u  lalgi,  alkaln tetalpi da llalm hall ini juga l    tujua ln dalri omnibus la lw seba lgali upalya l 

penyegalranl        atl   aul        halrmonisa lsi peratl   uranl        perundalng-undalngaln. 
 

 

 

b. Perkembangan Sejarah Omnibus Law 
 

Prakl     tik  pembentukanl undalng-undalng  yalng  sekalligus  menguba lh  beberapl     a l 

 

undalng-undalng   dallalm   satl   u   undalng-undalng,   demikialn   itulalh   yalng   disebut 

“Omnibus Lalw” altalu “Omnibus Bill”. Kasl    us pertalma l    dallalm sejalra lh iallalh ketika l 
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parl    lemen  Ka lnalda l      mengesa lhkaln  UU  Perkeretalalpialn  yalng  menggalbungkaln  dua l 

 
dokumen perjalnjia ln (ralilwaly algreements) menja ldi sa ltu unda lng-undalng palda l   talhun 

 

1888. Akl anl tetalpi, sebelum kasl    us ini, alda l   juga l   yalng berpendalpalt balhwa l   yalng lebih 
 

dulu  da llalm  meneralpka ln  omnibus  legislatl     ive  technique  bukaln  Ka lnalda l       tetalpi 

Almerika l   Serikalt. 

Di Almerikal    Serikalt,  palda l    albadl ke-19  sudahl pernahl adl     al    tiga l    omnibus bills 
 

yalng cukup mendalpatl perhaltialn di zalmalnnya l. Perta lma,l omnibus bills ya lng terkalit 
 

dengaln peristiwa l   yalng dikenall sebagl      ali “The compromise of 1850” yalng diralncalng 
 

oleh  Senaltor  Henry  Cla ly  dalri  Kentucky  dengaln  menghimpun  5  undanl     g-undalng 
 

yalng terpisa lh menjaldi sa ltu kesatl   ualn nasl    kalh. Tujualnnya l    untuk mengharl    moniska ln 

berbalgali  ketentualn  ya lng  bersifalt  sektorall  da ln  berbedal-beda l     ya lng  dinilali  da lpalt 

memprovokalsi  pemisa lhaln  negalra-l    negarl    a l      balgialn  yalng  mendukung  perbudalkaln. 

Ra lncalngaln UU  ini dikenall sebalga li “The  Fugitive  Slavl       e  Actl            ”  yalng  dinilali palling 
 

terkenall  dengaln  mengkompromikaln  lima l       UU   ya lng  dikecalm  luals  oleh  parl    a l 

 

pendukung  penghalpusa ln  perbudakl     aln  (albolitionists),  tetapil juga l      ditentangl oleh 
 

balnyalk tokoh yalng pro-perbudalkaln. 

 

 

c. Karakteristik Omnibus Law 

 

Omnibus la lw muncul darl    i kebialsa laln dallalm sistem hukum common lalw sejalk 

talhun 1937. Omnibus la lw pernalh dipralktekkaln di beberalpa l   negarl    al   seperti Irlalndia l, 

Ka lnalda l    daln Almerikal    Serikalt, di Irlalndial, sa ltu Omnibus Lalw malmpu menghapl     us 
 

sekita lr 3. 225 UU da ln hall ini merupalkaln capl     alialn Irlalndial   dialnggapl         sebagl      ali rekor 
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15 

dunial      prakl     tek  Omnibus  Law. Di  Asia  Tenggara  omnibus  law  pertama  kali 
 

dipra lktekkaln oleh negalra l    Vietna lm yalng  hendalk  mengaldopsi ha lsil alksesi denga ln 

WTO pa lda l   talhun 2006. 

Omnibus   la lw  menjaldi  suatl   u   terobosaln  dallalm   upalyal       menyederhalnakl     aln 
 

peralturaln  yalng  adl a l    di Indonesial.  Omnibus  lalw berusa lha l    menjadl ikaln  keralga lmaln 
 

undalng-undalng  menjadl      i  satl   u  undalng-undalng  sa lja.l        Substansl i  dalri  omnibus  la lw 
 

tersebut nalntinya l   alka ln lintals sektor bidalng hukum. Ha ll ini jelals bertolalk belalka lng 
 

dallalm pembentukanl undalng-undalng dallalm civil lalw system  yalng tegasl danl rigid 
 

substa lnsinya l    terbaltals  pa lda l    judul  undalng-undalng  tersebut.  Omnibus  lalw tersebut 

merupalka ln  formalt  pembentukaln  UU  yalng  bersifalt  menyeluruh  dengaln  turut 

mengaltur matl   eri UU la lin yalng sa lling berkalitaln dengaln substanl     si ya lng dialtur oleh 
 

UU ya lng diubalh atl   aul dibentuk. Denga ln formatl pembentukaln UU omnibus lalw ini, 
 

pembentukaln  sa ltu  unda lng-undalng  dilalkukaln  denganl mempertimbalngkaln  semua l 

 

matl   eri ketentualn ya lng sa lling berkalitaln lalngsung a lta lupun tidakl        lalngsung ya lng diatl   ur 
 

dallalm berbagl     ali undalng-undalng lalin secarl    a l   seka lligus. Ha ll tersebut juga l   ditegaskl aln 
 

oleh Mirza l    Satl   rial    balhwa l    omnibus lalw dapl alt  dialnggapl sebagl ali UU “Salpu  Ja lga lt” 
 

yalng  dalpatl 

UU. 16 

diguna lkaln untuk  menggalnti beberalpal    norma l    hukum dallalm beberalpa l 

Suria ldinatl   a l      membedakl      aln  karl    aktl         eristik  omnibus  lalw  menjadil dua l       yakl      ni 
 

karl    akl teristik   umum   da ln   kalra lkteristik   khusus.   Ka lra lkteristik   umum   adl allalh 
 

karl    alkteristik omnibus lalw yalng semualnyal    halrus dimiliki dallalm setiapl         penerapl     a ln 
 

 
 

15 Sulasi Rongiyati, “Menata Regulasi Pemberdayaan 

Singkalt XI, No. 23 (2019), 4. 

UMKM Melallui Omnibus Lalw,” (Jurnall Info 

16 Adhi Setyo Prabowo, “Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia,” (Jurnal 

(2020): 4. 

Paml altor 13, No. 1 
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20 Vincent Suriadinata, “Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi Kajian Pembentukan 

Omnibus Law di Indonesia,” (Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, No. 4 (2019): 117. 

 

 

 

 

omnibus lalw. Sedanl gkaln karl    alkteristik khusus adl allalh ka lra lkteristik yalng merupakl a ln 
 

penunjalng atl   alu pelengkapl        karl    aktl         eristik umum daln tidakl         halrus semua l   karl    aktl         eristik 
 

khusus diteralpkanl     . 
 

Alda lpun kalra lkteristik umum omnibus lalw dibagl      i menjaldi dua l    yalitu sebalga li 

berikut:17 

1) Alkselerasl    i Proses Legislalsi 
 

Peneralpa ln omnibus lalw halrus terdalpa lt karl    akl teristik akl seleralsi da llalm proses 
 

legislalsi.  Ha ll  ini  disebalbkaln  kalrena l    palda l    prinsipnyal    omnibus  lalw dipilih  untuk 
 

mewujudka ln efisiensi daln efektivitals dallalm proses legislalsi. Tidakl jalra lng proses 
 

legislalsi dalri a lwa ll hinggal   diundalngkaln memakl aln wakl tu yalng lalma l   bisa l   berbulaln- 
 

bulaln  balhkaln  bertalhun-talhun.  Denga ln  omnibus  lalw  yalng  dalpalt  mempersingkalt 
 

beberalpa l   allur legislalsi sehingga l   sebualh UU a lkanl        lebih cepet selesali. 
 

2) Kompleksitals Permalsallalhaln 

 

Kompleksitals    permalsa llalhaln    ya lng    dima lksud    a lda llalh    ba lnyalknya l          altalu 

beralgalmnyal   permalsa llalhaln yalng diatl   ur dallalm satl   u UU. Jika l   dalla lm sua ltu UU ha lnya l 

mengaltur   satl   u  jenis  permalsa lla lhaln  saljal,   meskipun  terdalpalt  alkseleralsi  proses 

legislalsi di dallalmnya l    malka l    tidalk  bisa l    disebut  sebalga li omnibus  lalw,  begitu  juga l 

seba lliknyal. Sela lnjutnyal, ka lrakl     teristik khusus omnibus lalw juga l   dibagil menjadil dua l 

 

yalkni: 

 

3) Berbentuk Kodifikasl    i 
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21 Vincent Suriadinata, “Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi Kajian Pembentukan 
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Kodifika lsi alda llalh  suatl   u  bentuk  hukum yalng  dibuatl       secarl    a l    tertulis,  dimalna l 

 

pembuatl   nyal        (legislatl     ive)   memberikaln   sua ltu   bentuk   yurisdiksi   khusus   ya lng 

berisikaln  rumusa ln  asl    als-a lsa ls  yalng  dibualt  secalra l      tertulis  sebalga li  sua ltu  stalnda lr 

operalsi   berlalkunyal        ketentualn   da llalm   kodifikalsi.   Kodifikasl    i   memiliki   tujua ln 

mencalpa li kepasl    tialn hukum, penyederhalnala ln hukum daln kesa ltua ln hukum. Ha ll ini 

seja llaln dengaln prinsip omnibus lalw yalng mengedepalnkaln efisiensi daln efektivitals. 

Contoh konkritnyal   adl allalh omnibus invesment code of 1987 di Filipina.l Kodifika lsi 
 

ini  setidalknya l     berisi  tentalng  investasl    i,  ketenagl akl erjaal ln,  sumber  dalyal     malnusia,l 
 

sumber dalya l   allalm, insentif fiska ll daln non-fiskall. Meskipun tidalk semua l   omnibus 

 

lw berbentuk kodifikalsi. 
 

4) Ga lya l   altaul        Motif Politik 
 

UU alda llalh produk hukum yalng pembualtalnnya l   tidalk lepals darl    i proses politik. 
 

Ga lya l     altalu  motif  politik  yalng  dimakl     sud  disini  merujuk  kepadl     al     carl    a-l    carl    al     yalng 
 

digunalka ln  legislaltif malupun eksekutif untuk  melalncarl    kaln proses  legislasl    i.  Ga lya l 

 

altaul         motif politik ini sebenarl    nya l    bertujualn untuk mengakl      selerasl    i proses legislasl    i, 
 

nalmun  tidalk  jarl    alng  ditemukaln  dallalm  pra lktik  balhwa l      galya l      altalu  motif  politik 

bertujualn untuk  membentuk  konsensus  balik  di palrtali politik,  pa lrlemen,  ma lupun 

pemerintalh  dengaln  palrlemen.  Altaul     pun  hall  ini  digunakl     aln  untuk  memalsukka ln 
 

agl     endal   politik tertentu. 
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19Redi dan Chandranegara, "Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem 

Perundang-Undangan Nasional”, (Bandung: Sinar Mandiri (2017), 8. 

 

 

 

 

d. Omnibus Law di Indonesia 

 

Metode Omnibus Lalw ini akl     aln memiliki perbedalanl         pengertialn di Almerika l 

 

Serikalt daln Indonesia l  kalrena l  sistem hukum Indonesial   beralsa ll dalri civil lalw, dimalna l 

 

dallalm peralturanl     nyal   dikumpulkaln dallalm satul kode sehinggal   seluruh hukum beradl     a l 

 

di  dallalm  kode  tersebut.  Sistem  hukum  daln  keadl ala ln  konkrit  yalng  terjadl i  dallalm 
 

malsyalrakl atl wa ljib menjaldi perhatl   ialn dallalm menggunakl aln metode omnibus seba lga li 
 

carl    a l     untuk  mengaltalsi  ketida lkhalrmonisa ln  peratl   uranl perundalng-undalngaln.  Suatul 
 

undalng-undalng  barl    u  yalng  dibualt  alkanl mengenyalmpingkaln  beberapl a l      undalng- 
 

undalng yalng terkalit danl         beririsaln dengaln sa ltu samall la lin. Penyalmpingaln beberapl     a l 

 

undalng-undalng dilakl     ukaln agl     arl       darl    i tujualn darl    i pembuatl   anl        unda lng-undalng dengaln 
 

metode omnibus dalpatl tercapl ali talnpa l   bialya l   yalng besarl    . 
 

Menurut   Jimly   Alsshiddique,   Omnibus   La lw   tepalt   untuk   diteralpkanl di 
 

Indonesia l.  Tentu  bukaln  sa lja l    dallalm  ralngka l    konsolidalsi  a lturaln  hukum  di  bidalng 
 

bisnis,   melalinkaln   dallalm   ralngkal        penaltaal     nl sistem   hukum   Indonesia l        secarl    a l 

 

menyeluruh.  Produk  peralturaln  perunda lng-undalngaln  yalng  kital    walrisi  da ln  malsih 
 

berlalku  sejakl zalmaln  Hindia l    Belalnda l    danl darl    i  masa-ll masa ll sesuda lh  kemerdekaall     n 
 

sa lmpali  seka lra lng,  sa lngalt  balnyalk  da ln  kura lng  tertaltal      dengaln  ba lik.  Untuk  itu, 

konsolidalsi normatl   if peralturaln perundalng-undalngaln itu alka ln sa lngalt terbalntu jika l 

Indonesia l      meneralpka ln  metode  Omnibus  Lalw  da llalm  upalyal     pembarl    ualn  hukum 

nalsionall.  Menurutnya l,  sa lngalt  disa lyalngkaln  ketikal     ide  Omnibus  Lalw  ini  dimulali 

dengaln ralncalngaln undalng-undalng yalng sulit, yalitu: menyalngkut malteri kebijalkaln 

yalng  berhubungaln  dengaln  halk  daln  kewa ljibaln  ralkyatl        banyal k,l khususnya l    terkaitl 
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l 

 
 
 
 

dengaln buruh dallalm lallu lintals hukum di dunia l    usa lhal; isi yalng diralncalng sa lngatl 
 

balnyalk  da ln  berkenalaln  dengaln  jumla lh  undalng-undanl     g  yalng  balnyakl seka lli  akl     aln 
 

diubalh;  daln  ditalrgetkanl halrus  selesa li  dallalm  wa lktu  yalng  relaltif  sa lngatl singkalt 
 

sekali.20 Konflik Norma Hukum sebagai dasar direncanakannya omnibus law 
l  l         l l  l  l  l  l 

 

bukalnlalh sa ltu-sa ltunya l   allasl    aln yalng objektif yalng digunalka ln oleh pemerintalh untuk 

meneralpkaln  konsep  tersebut,  lebih  darl    i  itu  pemerintalh  perlu  mengka lji  secalra l  

Teolistik,   Filosofis   da ln   Yuridis   a lgarl menjalga l         nilali-nilali   kealdilaln   dallalm 

lsyarl    alkalt. 
 

 

 

4. Konsep Siyasah Islam 

 

a. Pengertian Siyasah Islam 
 

Siyasl      ahl Islaml  sa lngalt eralt hubungalnya l   dengaln fiqh. Fiqh diibalra ltkanl dengaln 
 

ilmu kalrena l  fiqh tersebut semalcalm ilmu pengetalhua ln. Na lmun sebenarl    nya l  fiqh tidalk 
 

sa lmal  dengaln ilmu dikarl    enalka ln fiqh bersifatl zalnni yanl g beralrti fiqh merupa lka ln halsil 
 

yalng dicalpa li melallui ijtihald ya lng dilakl     ukaln oleh parl    a l   mujtalhid. Di da llalm balhalsa l 

 

Alra lb fiqh ya lng ditulis dengaln fiqih beralrti pa lhalm altalu pengertialn. Sedalngkaln ilmu 
 

fiqh aldallalh ilmu yalng bertugals menentukanl danl menguralikaln normal-norma l   hukum 
 

dasl    alr ya lng terdalpalt di dallalm all-Qur’aln daln ketentua-l    ketentuanl        umum yalng terdapl     alt 
 

dallalm sunna lh Na lbi ya lng direkalm dallalm kita lb-kitalb haldits. Denga ln katl   a l   lalin ilmu 

 

fiqh alda llalh ilmu yalng berusa lha l   memalhalmi hukum-hukum yalng terdalpalt di dallalm 
 

all-Qur’aln daln sunnalh Na lbi Muha lmmadl untuk ditetalpkaln padl a l   perbualtaln ma lnusial 

 
 
 
 
 

 

20Asshiddiqie, "Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia” (Bandung: Gramedia (2018), 6. 
l 

21Arh aml alnd Sall   eh, “Omnibus Lalw Dall   aml Perspektif Hukum Indonesial”, 2015, 75. 

l  l  l 

l l  l  l        l l  l  l  l 
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l l 

l l 

 

 

 

yalng  telalh dewa lsa l    yalng  sehatl       akl     allnyal    yalng  berkewa ljibaln  melaksa ll nakl     aln  hukum 
 

Islalm. Ha lsil pemalhalmaln tentalng hukum Isla lm itu disusun secalra l   sistemaltis da llalm 
 

kitabl -kita lb fiqh disebut  hukum fiqh. Sedanl gkaln All-Almidiy  memberikaln definisi 
 

fiqh ya lng berbedal    dengaln definisi di altals ya litu ilmu tentanl     g seperalngkatl       hukum- 
 

hukum syalra l’ yalng bersifalt furu’iyahl              yalng berhasl    il didapl     atkanll melallui pena llarl    aln 
 

atl   aul istidla ll.  Sedalngkaln  ilmu  mengalndung  pengertialn  sesua ltu  ya lng  pasl    ti  altalu 

 

lth’iy. 
 

Berda lsa lrka ln hasl    il alnallisa l    kedual    definisi tersebut dalpa lt dirumuska ln halkikalt 

dari fiqh yaitu:23 

1) Fiqh itu alda llalh ilmu tentalng hukum Allla lh. 
 

2) Yanl     g dibicarl    akl     aln adl     allalh hall-hall yalng bersifatl      a lmalliyalh furu’iyalh. 
 

3) Pengertialn tentalng hukum Alllalh itu didalsa lrka ln kepalda l   dallil talfsili. 

 

4) Fiqh diga lli daln ditemukaln melallui penallarl    aln daln istidla ll seora lng mujtalhid atl   alu 
 

faql        ih. 
 

Ilmu siyasl      ahl Islaml  atl   alu yalng biasl    a l   disebut dengaln ilmu fiqh siyalsa lh aldallalh 
 

ilmu  yalng  membalhals  tentalng  calra l      penga lturanl malsa llalh  ketatl   alnegalraal ln  Isla lm 
 

semisa ll  balga limalna l     calra l     untuk  mengaldakl     aln  perundalng-undalngaln  daln  berbagl     ali 
 

peralturanl         lalinnya l    yalng sesua li dengaln prinsip-prinsip Isla lm yalng bertujualn untuk 
 

kemalsla lhaltanl umat. 24 Ad apl     un kemalsla lhaltanl tersebut jika l   dilihalt dalri sisi syarl    i alh 
 

bisa l   dibalgi menjaldi tiga l    yalitu adl a l    yalng wa ljib melalksa lnalkalnnya,l alda l    yalng sunalh 
 

 

 
 

 

22Muhammad Daul    d All   i, Hukum Islalm Pengalntalr Ilmu Hukum daln Tatl    al   Hukum Islalm di Indonesia,l 

Cetalkaln ke 19 (Jalkalrtal: Rajl  al  Gralfindo Persadl    al, 2013), 48. 
23Am ir Syarl   ifuddin, Garl     is-galris Besalr Fiqh (Jalkarl   t a:l Kencalnal, 2015), 5. 
24Mujar Ibnu  Syarl   if  danl Khaml aml   i Zanl a,l Fiqh  Siyasl     ahl Doktrin  danl Pemikiranl  Politik  Islalm 

(Jalkalraltal: Erlalnggal, 2017), 10. 
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melalksa lnalkalnnya l      daln  alda l      pulal      yalng  mubalh  melakl      sa lnakl     alnnya.l         Kemaslall hatl   anl 
 

tersebut halrusla lh memenuhi persya lra ltaln sebalgali berikut: 
 

1) Kema lslalhatl   aln itu harl    us sesua li denga ln maql asl      hid all     -syarl      i’ahl , alrtinya l   semalngatl 
 

aljalra ln, da llil-dallil kulli daln dallil qoth’I balik wurud maul     pun dallallalhnyal. 
 

2) Kema lslalhatl   aln  itu  harl    us  meyakl      inkaln,  arl    tinyal     kemalslalhatl   anl itu  berdasarkalll n 
 

penelitialn  yalng  cermalt  daln  a lkura lt  sehingga l      tidalk  meralgukaln  balhwa l      itu  bisa l 

 

mendatl   alngkaln malnfa la lt danl        menghindalrka ln mudarl    at.l 
 

3) Kema lslalhaltaln  itu  membalwa l    kemudalhaln  daln  bukaln  mendalta lngkaln  kesulita ln 
 

yalng di luarl      batl   asl       dallalm arl    tialn balhwa l   kemalsla lhaltanl        itu bisa l   dilaksa ll nakl      aln. 
 

Berdasl    alrka ln  pengertialn  etimologi  daln  terminologi  di  altals  da lpa lt  ditalrik 
 

kesimpulaln balhwa l   fiqh siyasl      alh adl     allalh ilmu taltal   Negarl    a l   Islalm yalng secarl    a l   spesifik 
 

membalhals   tentanl g   seluk-beluk   pengalturanl kepentingaln   umalt   malnusial       palda l 

 

umumnya l    daln Nega lra l    padl     a l    khususnya,l       berupa l    penerapl     a ln  hukum,  peralturanl daln 
 

kebijalka ln oleh pemegalng kekualsaal     ln yalng berna lfaskl  aln atl   aul         sejallaln dengaln nilali- 
 

nilali daln aljalra ln alga lma l   Islalm, sebalga li upalya l   untuk mewujudka ln kemalsla lhaltaln ba lgi 
 

malnusia l   daln menghindalrka lnnyal   dalri berba lgali kemudalra ltanl         yalng mungkin timbul 
 

dallalm kehidupaln bermalsyalra lka lt, berbalngsa l   daln bernegalra l   yalng dijallalninya.l 
 
 
 

b. Prinsip-prinsip Siyasah Islam 

 

Alda lpun prinsip-prinsip da lla l   siyalsa lh Islaml  

 
 

alda llalh sebagl 

 
 

li berikut: 
 

1) Prinsip Kekua lsa laln sebalgali Almalna lh 
 

 

 

 
 

25Muhammad Iqball, Fiqh Siyalsahl Kontekstuall    is alsi Doktrin Politik Islalm (Jalkarl   t al: Prenaldal   Medial 

Group, 2014), 19. 
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Almalnalh  merupakl     aln  sesuatl   u  ya lng  halrus  diperliharall karl    ena l     kelakl akall n  di 
 

pertanl ggungjawallbkaln  kepadall Allalh.  Kekualsaalln  merupakan sallalh  satu amal lnalh 
 

yalng halrus dijallalnkaln dengaln balik, sesua li dengaln perintalhnyal. Karl    ena l    itu, Isla lm 
 

tidakl dapatll menoleralnsi   segallal        bentuk   penyimpalngaln   daln   penyallalhgunala ln 
 

kekuasl    alaln.  Alllalh  swt  memerintalhkaln  algalr  ma lnusia l     melalksa lnalkaln  almalnalt  ya lng 

diembalngkaln  di  pundalknyal.  Sebalgalimalna l     firmaln Alllalh  swt  dalla lm  Q.S.  Aln- 

Nisa l/4:58: 

 

سُوْلَ وَاوُلِى الَْْمْرِ  َ وَاطَِيْعُوا الرَّ ا اطَِيْعُوا اللّٰه سُوْلِ  يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٰٓ ِ وَالرَّ مِنْكمُْْۚ فَاِنْ تنََازَعْتمُْ فيِْ شَيْءٍ فرَُدُّوْهُ الِىَ اللّٰه

احَْسَنُ تأَوِْيلًْا  خِرِِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ ِ وَالْيَوْمِ الْْٰ ࣖاِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنُوْنَ بِاللّٰه  

 

 

Terjema lhnyal: 
 

Sesungguhnya l   Allla lh menyuruh kalmu menyalmpalikanl almalnatl kepalda l   yalng 

berhalk menerima lnyal, daln (menyuruh kalmu) alpa lbila l   menetalpka ln hukum di 

alntalra l   malnusial   supa lyal   kalmu menetapl     kanl        dengaln aldil. Sesungguhnya l   Alll      a lh 

memberi pengaljalra ln ya lng seba lik-baliknya l   kepaldalmu. Sesungguhnya l   Alllalh 

adl allalh Ma lha l   Mendengarl lalgi Ma lhal   Melihalt. 
 

 

2) Prinsip Penegalka ln Kea ldilaln 
 

Prinsip  kealdilaln  alda llalh  kunci  utalma l      penyelenggarl    ala ln  negalra l.  Keadl      ilaln 
 

dallalm  hukum  menghendalki  setialp  wa lrga l      negarl    a l     salma l     kedudukalnnya l     didepaln 

hukum.55 Allla lh SWT mengutus palra l   Ralsul-Nya l   daln menunrunkaln kitalb-kitalbNya l  

alga lr  ma lnusia l    berlalku  aldil.  Dengaln  kealdilaln,  bumi  daln  lalngit  menjaldi  malkmur. 

Alpa lbila l  talmpalk ta lndal-ta lnda l  kealdila ln danl talmpalk keadl ilaln itu dengaln calra l  alpa l  pun
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a 26 makl a l   itulalh syarl    ialt Alllalh swt danl  agl lma-l    Nya l. Prinsip ini ditemukaln da llalm Q.S. 
 

Aln-Na lhl/16:90: 
 

 

حْسَانِ وَاِيْتاَۤئِ ذِى الْقرُْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْ  َ يَأمُْرُ بِالْعدَلِْ وَالِْْ بَغْيِ يَعِظُكمُْ لَعلََّكمُْ تذَكََّرُوْنَ اِنَّ اللّٰه     

 

Terjema lhnya:l 
Sesungguhnya l   Alllalh menyuruh (ka lmu) berlakl 

 
u adl 

 
il daln berbualt kebaljikaln, 

memberi  kepaldal    kaul m  keralbalt,  daln  Allla lh  melalranl g  darl    i  perbualta ln  keji, 

kemungkalra ln  daln  permusuha ln.  Dia l     memberi  pengaljalra ln  kepaldalmu  algalr 
kalmu dalpatl      mengalmbil pelaljarl    aln. 

 
 

3) Prinsip Musya lwa lra lh 
 

Musya lwa lra lh alda llalh kewa ljibaln yalng diwa ljibkaln altasl        pengualsa l    jugal    rakyat.ll 
 

Pengua lsa l    halrus bermusyawl        arl    alh dallalm setiapl         perkarl    al   pemerintalhaln, adl      ministrasl    i, 
 

politik,   daln   pembualtanl perundalng-undalngaln,   jugal        dallalm   setiapl hall   yalng 
 

menyalngkut   kemalsla lhatl   aln   individuall   daln   kemalslalhaltanl umat.l Prinsip   ini 
 

ditemukaln dallalm Q.S. Alli-Imra ln/3:159: 

 

ۖ   فَاعْفُ  عَنْهُمْ  وَاسْتغَْفِرْ  لَهُمْ  وَشَاوِرْهمُْ  فىِ  وْا مِنْ  حَوْلِكَ   ْۚۖ  وَلَوْ  كُنْتَ  فَظًّا غَلِيْظَ  الْقلَْبِ  لَْنْفَضُّ ِ  لِنْتَ  لَهُمْ   نَ  اللّٰه فَبِمَا رَحْمَةٍ  م ِ
لِيْنَ  َ  يُحِبُّ  الْمُتوََك ِ ِۗۖ  اِنَّ  اللّٰه   ِ  الَْْمْرِْۚ  فَاِذاَ عَزَمْتَ  فَتوََكَّلْ  عَلىَ اللّٰه

 

 

Terjema lhnya:l 
   

Makl     al      disebalbkaln  ralhmatl daril Alla ll h-lalh  kalmu  berlakul lemalh  lembut 

terhaldapl        mereka.l     Sekiranyal l  kalmu bersikapl        kerasl       lalgi berhalti kasalrl , tentulalh 
merekal   menjaluhkaln diri dalri sekelilingmu. Karl    enal   itu maal     lfka lnlalh mereka,l 

mohonkalnlalh almpun balgi mereka,l danl bermusyalwa lratl   lalh dengaln mereka l 

dallalm urusa ln itu. Kemudia ln apl albila l   kalmu telalh membulatl   kaln tekadl , malka l 



 

 

bertalwa lkka lllalh kepadl 



 

 

a l   Alllalh. Sesungguhnya l   Allla lh menyukali oranl 



 

 

g-oralng 
yalng bertalwa lkka ll kepalda l-Nya l. 

 

 
 

26Farid abdul Khalid, Fikih Politik Islam (Jakarta: Amzah, 2014), 104. 
l  l  l l l        l l  l  l 

28 



29 
 

 

 

 

4) Prinsip Kepa ltuhaln Kepa ldal   Pemimpin 

 

Alllalh swt meletalkkaln kewa ljiba ln mematl   uhi pemimpin palda l   peringkalt ketiga l, 
 

setela lh  kewa ljibaln  memaltuhi  Allla lh  danl Rasul  l-Nya.l       Namul n  demikialn  kepatl   uhaln 
 

kepadl     al   pemimpin bersifatl      relatl   if sejaul      h tidakl         bertentangall n dengaln perintalh Allal lh 
 

daln Rasl    ul-Nya.l      Firmaln Alla ll h swt dalal        lm Q.S. Aln-Nisa/4:l   59: 

 

سُوْلِ  اِنْ  كُنْتمُْ   ِ  وَالرَّ سُوْلَ  وَاوُلِى الَْْمْرِ  مِنْكمُْْۚ  فَاِنْ  تنََازَعْتمُْ  فيِْ  شَيْءٍ  فرَُدُّوْهُ  اِلىَ اللّٰه َ  وَاطَِيْعُوا الرَّ ا اطَِيْعُوا اللّٰه يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ  اٰمَنُوْٰٓ
 ࣖ احَْسَنُ  تأَوِْيْلًا   خِرِِۗ  ذٰلِكَ  خَيْرٌ  وَّ ِ  وَالْيَوْمِ  الْْٰ  تؤُْمِنُوْنَ  بِاللّٰه

 

 

Terjema lhalnnyal: 
 

Ha li oralng-oralng yalng berimaln, talaltilalh Alllalh daln taal     tl   ilalh Ralsul (Nya),l daln 
ulil almri di alntalra l   kalmu. Kemudialn jikal   kalmu berla linaln pendalpalt tentanl     g 
sesuatl   u,   malka l       kemballikalnlalh  ia l       kepalda l       Allla lh  (All-Qura ln)   da ln  Ra lsul 

(sunna lhnya)l    ,   jika l       kalmu   benalr-benarl berimaln   kepadl     al       Allall h  daln   haril 

kemudialn.   Ya lng   demikialn   itu   lebih   utalmal       (balgimu)   danl  

alkibaltnya.l 

lebih   balik 

 

 

5) Prinsip Persa luda lra la ln daln Persa ltualn 
 

Alllalh  swt  megasl    kaln  balhwa l     umalt  berimaln  alda llalh  bersaul     dara.ll Ka lrena l     itu, 
 

sesa lma l     muslim  wa ljib  mendalmalikaln  saul     darall         nya l     yalng  bersengketa l     agarll mereka l 

 

memperoleh ralhmalt-Nya.l      Firmaln Allall h swt da llalm Q.S. All-Hujuratl   /49:10: 

 

 ࣖ َ  لَعلََّكُمْ  ترُْحَمُوْنَ    اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ  اِخْوَةٌ  فَاصَْلِحُوْا بَيْنَ  اخََوَيْكمُْ  وَاتَّقُوا اللّٰه
 

Terjema lhnya:l 
Oranl     g-orangl berimaln itu sesungguhnya l    bersaudl arl    a.l       Sebabl itu dalmalikalnlalh 

(perba likila lh  hubungaln)  alntarl    al    kedua l     sa ludalra lmu  itu  da ln  ta lkutlalh  terhaldalp 
Alllalh, supa lyal   kalmu mendalpa lt ralhmalt. 
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6) Prinsip Perdamaian 

 

Islalm adl     allalh agl     a lma l    yalng mebawa ll perdalmalialn daln ralhmalt. Karl    ena l    itu, Al-l 
 

Qu’aln  mengaljalrka ln  balhwa l      umatl   nyal      harl    us  mengutalmalkaln  perdalmalialn  dallalm 
 

berhubunga ln dengaln umalt lalin. Peranl     g halnya l   boleh dilakukl aln danl        diizinkaln ketika l 

 

uma lt Islalm terusik daln tidalk meralsa l   almaln oleh algresi pihakl        lalin. 
 

7) Prinsip Aml arl Mal’ruf Nalhi Mungkarl 
 

Islalm mengalja lrkanl         umatl   nya l    untuk selallu sa lling menalsihatl   i danl melakukl aln 
 

kontrol   altals   kekuasl    alaln   agl     arl kebalikaln   selallu   terpeliharl    a l        dallalm   kehidupaln 
 

malsyalrakl alt. Ini mengisyalratl   kanl balhwa l   keberaldala ln pihalk opisisi pa lda l   sua ltu negarl    al 

 

sebenalrnya l  bukalnlalh sesua ltu yalng tabl u dallalm nomokralsi Isla lm. Adl alnyal   oposisi ini 
 

dapl atl menjaldi penyeimbalng  balgi kekualsaal ln pemerintalh, sehingga l    mereka l    selallu 
 

meralsa l    dialwa lsi da ln dikontrol.  Oposisi da lla lm hall  ini tidalk  ha lnyal    dilalkuka ln oleh 
 

lembalgal, tetalpi juga l   dapl alt dilalkukaln oleh pribadl i-pribaldi dallalm malsyalrakl alt Islalm. 
 

8) Prinsip  Profesiona llisme  daln  Alkunta lbilitasl Publik  da llalm  Pengisia ln  Ja lbatl   aln 
 

Pemerintalhaln 
 

Pemegalng   kekualsaal     ln   tidakl boleh   mengalngkatl pejalbatl   -pejalbatl negarl    a l 

 

berdalsa lrkanl hubungaln  primodia ll  altalu  kekerabl altanl .  Pemegalng  kekualsa laln  halrus 
 

mempertimbalngkaln profesiona llitals, kemalmpualn daln kejujuraln pejalbalt negarl    a l   yalng 

alka ln dialngkalt. 

9) Prinsip Penegalka ln HAlM 
 

Penegakl aln   halk   alsa lsi   ma lnusial         (HAlM) merupakl aln   ha ll   yalng   sa lngalt 
 

diperhaltika ln  dallalm  Islalm.  Pelalnggalra ln  HAlM,  a lpa lpun  bentuknyal      tidakl dapl     atl 
 

dibenalrka ln dallalm Islalm. Sallalh sa ltu halk asl    alsi ma lnusia l   adl allalh hakl untuk memeluk 
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27Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2018), 27-28. 

 

 

a 27 

 

 

 

danl mengalnut  suatl   u  algalma.l Da llalm  hall  ini,  All-Qur’aln  memberikaln  kebebalsaln 
 

penuh kepadl     a l   malnusia l   untuk memilih agl     almal   sesua li dengaln hatil         nuralninya.l 
 
 
 

c. Objek dan Bidang Bahasan Siyasah Islam 
 

Secarl    al   umum objek daln bidalng yalng menjaldi balhasl    aln dallalm siyasl      ahl 

 
lntalra l   la lin: 

Islaml  

 

1) Bidalng fiqh siyasl      ahl dusturiyahl (talta l   negalra l   altaul pemerintalhaln) 
 

Siyasl      ahl dusturiyalh a lda llalh siyalsahl ya lng berhubungaln dengaln peralturanl dalsa lr 
 

tentalng  bentuk  pemerintalhaln  daln  balta lsaln  kekualsa la ln,  calra l      pemilihaln  (kepalla l 

 

negarl    al), ba ltalsa ln kekuasl    ala ln ya lng lalzim balgi pelakl      sa lnaall     n urusa ln umatl      danl        ketetapl     anl 
 

hakl -ha lk ya lng wa ljib bagl i individu daln malsyalrakl alt sertal   hubungaln anl talra l   pengualsa l 

 

danl        rakyaltl . Secalra l   garl    is besarl       fiqh siyasal lh dusturiyalh ini mencakupl persoa llaln danl 
 

ruanl     g   lingkup   pembalhalsa lnnyal        ya lng   berhubunganl dengaln   malsa llalh-malsallalh 
 

ima lmalh, halk daln kewa ljibalnnya l, ralkya lt staltus daln ha lk-halknya l, bail     alt, walliyul jaldi, 
 

perwa lkilaln,   alhlul   hallli   wall aql di   daln   walzarl       alh.   Siyalsahl dusturiyahl mulali 
 

berkembalng  dalri  nila li-nilali  ya lng  aldal    dallalm  konstitusi  Madl      inalh  yalng  kemudialn 
 

ditualngka ln ke dallalm Unda lng-Unda lng Da lsarl       masl    ing-masl    ing negarl    al   di dunia l   Islalm 
 

sesua li dengaln kondisi sosia ll-politik yalng alda l   di negalra lnya l   malsing-malsing. 
 

2) Bidalng fiqh siyasl      alh daul liyalh/khalrijiyahl (hubunga ln internalsionall) 
 

Siyasl      ahl daul liyahl /kharl      ijiyalh  ya litu  siyalsalh  ya lng  berhubungaln  pengalturaln 
 

pergaul      laln alntarl    a l   negalra-l    negarl    a l   Islalm daln dengaln negarl    a-l    negarl    al   bukaln Islalm, tatl   al 
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28H.A Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih Kaidai-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- 

masalah yang Praktis, Cetakan ke 4 (Jakarata: Kencana, 2017), 194. 

 

 

 
 
 
 

calra l    pengatl   uranl 
 

pergaul 
 
lanl 

 
wa lrga l    negarl    a l    muslim wa lrga l    negalra l    non-muslim ya lng 

 

alda l   di negalra l   Islalm, hukum daln peralturaln yalng membalta lsi hubunga ln negalra l   Islalm 

dengaln negalra l-nega lra l   lalin dallalm situasl    i dalmali daln peralng. Secalra l   galris besa lr fikih 

siyasl      ahl daluliyalh  meliputi  pengertialn  daln  ruangl lingkup  balhasall         nya,l        persoa llaln 
 

internalsiona ll, teritoriall,  nalsionallity da llalm fikih Islalm, pembalgialn dunial    menurut 

fikih Isla lm,  malsa llalh penyeralhaln penjalhatl   ,  malsa llalh pengalsingaln daln pengusiraln, 

perwa lkilaln  alsing,  taml        u-talmu  negalra,l        orangl -orangl anl dzimi,  masl    allalh  perbedaaln 
 

alga lmal, hubungaln muslim dengaln non-muslim dallalm alkadl        timball ballik, dallalm akl     adl 
 

sepiha lk, dalla lm sembelihaln, dallalm pidalnal  hudud da ln dallalm pidalnal   qishasl      h. Siyasl      ahl 
 

daluliyalh mula li berkembalng dalri pemba lgialn darl       al-l      Islalm daln dalr all     -halrb kepadl     a l 

 

negalra l   Islalm, Negeri muslim altalu negalra l    yalng malyoritasl penduduknya l   beragl alma l 

 

Islalm,   dalna l         negarl    al-nega lra l         yalng   berdalmali   dengaln   negalra l-nega lra l         muslim. 

Disa lmping itu juga l    terbentuknyal    berbalga li kerjalsa lma l    alntalr negarl    al    di dunial    Islalm 

dengaln  Orga lnisa lsi  Konferensi  Islalm  (OKI).  Sesungguhnya l      secalra l       morall  hall 

tersebut   dilalndalsi   oleh   da lsalr   a lda lnyal        persa ludarl    alaln   a lntarl sesa lmal        malnusia,l 
 

persaul     d arl    alaln anl     t arl sesa lmal   muslim daln persaul     d alra la ln anl     t alr sesa lmal  wa lrga l  negalra.l  
 

3) Bidalng fiqh siyasl      ahl             malliyalh 
 

Siyasl      ahl malliyalh adl allalh siya lsalh yalng mengatl   ur halk-hakl oralng-oranl g miskin, 
 

mengaltur sumber-sumber malta l   alir (irigalsi) daln perbalnkaln. Siyalsalh malliyalh ya litu 

hukum da ln peralturaln yalng mengaltur hubungaln dialntalra l  oralng-oralng ya lng kalya l  daln 

miskin, alntalra l  negalra l  daln peroralngaln, sumber-sumber keua lngaln negalra l, bail     tul mall 

28 
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danl seba lga linya l    yalng  berkalitanl dengaln  harl    ta l    daln  kekalyalaln  negarl    al.  Seca lra l    galris 
 

besa lr fiqh siyalsalh malliyalh meliputi pengertialn daln rualng lingkup pemba lhalsa lnnya l 

 

tentanl g  sumber-sumber  perbendalhalra la ln altaul keualngaln  negalra l,  seba lb-sebalb palra l 

 

fuqalhal       tidalk  memberikaln  perhaltialn  khusus  terhalda lp  persoalla ln  malliyalh  negalra,l  
 

permalsa llalhaln paljalk daln balitul mall sertal   fungsinya l. 
 

4) Bidalng fiqh siyasl      ahl             harbiyal hl 
 

Siyasl      ahl halrbiyahl yalitu  siyalsalh  yalng  mengaltur  tentanl g  peperalngaln  daln 
 

alspek-asl    pek  ya lng  berhubungaln dengaln peralng, seperti perdalmalialn daln gencatl   aln 
 

seja ltal.  Secalra l    galris  besa lr  fikih  siyasl      ahl harl      biyahl meliputi pengertialn peralng  daln 
 

ruanl     g lingkup pembalhasa ll         nnya,l      arl    ti, tujua ln danl         macall m-macl     alm peperalngaln dalla lm 
 

Islalm, kalidalh-kalidalh peperalngaln dallalm Islalm, malsallalh mobilisalsi umum, ha lk-ha lk 
 

danl jalmina ln kealmalnaln sertal    perlakl ualn dallalm peperalngaln, tawl anl aln peralng, harl    tal 

 

peperanl     ga ln, danl        mengakl      hiri peperalngaln menuju perdalmalialn. 
 

 

 

5. Kerangka Pikir 

 

Keha ldiraln konsep omnibus lalw yalng merupalka ln palra ldigma l    balru hukum di 
 

Indonesia l      telalh  disa lmpalikaln  oleh  pemerintahl sebagl      ali  programl pembalnguna ln 
 

hukum.  Allalsa ln  pemerintalh  menghendalki  konsep  omnibus  lalw  itu  dika lrena lka ln 
 

alda lnya l     ribualn  regulalsi  ya lng  tersebalr  di  berba lga li  lembagl     al     ya lng  sifatl   nya l     sa lling 
 

tumpa lng tindih daln kemudialn menjadl      i penghalmbatl dallalm pelaksa ll nalaln 
 

pembalngunaln. Oleh kalrena l   itu, undalng-undalng yalng sall   ing tumpalng tindih tersebut 

untuk meralmpingkalnnyal   perlu dibualt palyung hukum dengaln undalng-undalng yalng 

bercirikaln omnibus lalw. 
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Penelitialn ini bertujualn untuk mengetalhui alpa l   yalng dimalksud denga ln konsep 
 

omnibus lalw, untuk mengetalhui urgensi menggunakl     anl         metode omnibus lalw padl     a l 

 

perundalng-undalngaln yalng alda l   di Indonesia l   daln untuk mengealhui tinjalua ln siyalsahl 
 

Islaml terha ldalp konsepsi omnibus la lw dalla lm struktur perundanl g-undalngaln yalng alda l 

 

di Indonesial. Denga ln aldanl ya l   kaljialn yalng mendallalm tentalng tinja lua ln sisalyahl Islalm 
 

terhaldalp  pembentukaln  undalng-undalng  dengaln  konsep  omnibus  lalw  dihalra lpka ln 
 

dapl alt menjaldi malsuka ln agl alr kira lnya l   pembentukaln undalng-undalng dengaln konsep 
 

omnibus lalw ini dapl      atl      memberikaln malnfaatll bagil kemalslalhatl   anl        umat.l 
 

Berdasl    alrka ln uralialn di altals, ma lkal  keranl     gka l  berpikir dalall        m penelitialn ini dapl     atl 
 

diga lmbalrka ln sebalga li berikut: 
 

 

 

Ga lmbalr 1. Balganl Keranl  gka l   Pikir 

 

 

Pemerintah Republik 

Indonesia 

Peraturan perundang- 

undangan di Indonesia 
Konsep Omnibus Law Siyasah Islam 

Hasil Penelitian 
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l  l 

 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
 

Jenis penelitialn  yalng  diguna lkaln padl     a l    penelitialn  ini adl     allalh  jenis penelitialn 
 

normaltif.  Menurut  Malrzuki  semua l      penelitialn  hukum  (legall  resealrch)  a lda llalh 
 

penelitialn hukum normaltif aldallalh menemuka ln kebenalra ln koherensi, ya litu aldakl     alh 
 

alturanl         hukum sesua li norma l    hukum daln adl     allalh normal    yalng  berupal    perintahl         atl   aul 
 

larl    alngaln itu sesua li dengaln prinsip hukum, serta l   alpakl alh tindalkaln seseoranl g sesua li 
 

dengaln  norma l     hukum  atl   aul prinsip hukum.29 Ilmu hukum normatif merupak aln 
 

metode  kaljia ln  yalng  khals  karl    enal    memiliki  sifatl nl     g  normaltif. Jadl      i,  penelitialn 
 

hukum  normaltif  alda llalh  penelitialn  memiliki  kekhalsa ln  terhadl     apl norma-l    norma l 

 

hukum  daln  peratl   uraln-peratl   ualn  yalng  tertulis  malupun  tidalk  tertulis,  na lmun  tidalk 
 

terbaltals pa lda l  sa ltu undanl g-undalng sa ljal  danl dallalm penelitia ln hukum normaltive tidalk 
 

menggunalkaln pengumpulaln datl   al. 

 

Pendekatl   aln   penelitialn   yalng   digunalkaln   alda llalh   pendekatl   aln   perundalng- 
 

undalngaln (statl     ue apl proacl  hi). Pendekaltaln perundalng-undalngaln (staltute alpproalch) 
 

aldall   alh pendekaltanl dilalkukaln untuk mempelaljalri a lda lkahl konsistensi da ln kesesua lialn 
 

alntalra l    sua ltu undalng-undalng dengaln undalng-undalng  lalinnya l    atl   aul alntalral    undalng- 
 

undalng daln undalng-undalng dasl    alr a ltalu anl     talral    regulalsi daln undalng-undalng. Hasl    il 
 

darl    i telalalh tersebut merupalkaln suatl   u arl    gument untuk memecalhkaln isu ya lng 
 

 

 

 

 
 

 

29Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakl    alraltal: Kencalna,l 2017), 47. 
30Phlipus M. Hadjon dan Taltiek Sri Djatl   mialti, Alrgumentasl     i Hukum, Cetakl      aln Kelimal    (Yogyalkalrta:l 

Galdjalh Maldal  University Press, 2011), 1. 
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l       l 

 
 

 

dihaldapl i.31 Pendekatan ini dilalkukaln dengaln menelalalh semua l   undalng-undalng danl 
 

regulasl    i yalng bersa lngkut palut dengaln isu hukum yalng seda lng ditalngalni. 

 

 
 

2. Definisi Istilah 

 

Penulis  a lka ln  menjelalska ln  mengenali  istila lh-istilalh  yalng  diguna lkaln  dallalm 
 

judul  skripsi  ini algarl tidakl terdalpa lt  perbedaal ln  penalfsiraln  altalu  perbedalaln  dallalm 
 

menginterpretalsika ln. Sertal   memberikaln alra lh daln tujualn yalng ingin dicalpali dallalm 
 

penelitialn  ini  daln  untuk  memberikaln  pengertialn  kepadl a l    pembacl a l    mengenali  alpa l 

 

yalng   hendalk   dicapl     ali   dallalm   penelitialn.   Untuk   menghindaril kesa llalhpalhalmaln 
 

terhaldalp pemalhalmaln judul di altasl    , malka l   penulis perlu menjelalska ln istilalh sebalgali 

berikut: 

a. Konsep omnibus lalw alda llalh sua ltu konsep produk hukum yalng berfungsi untuk 
 

mengkonsolidir berbagl ali temal, malteri, subjek daln peralturanl perundalng-undalngaln 
 

padl a l     setiapl sektor  yalng  berbeda l     untuk  menjaldi  sa ltu  produk  hukum  besa lr  da ln 
 

holistik.  Dapl alt  juga l    dialrtika ln  sebalga li sebualh  undanl g-undalng  yalng  dibualt  untuk 
 

menyalsa lr isu-isu besa lr ya lng alda l   di suatl   u negalra.l      Selalin menyalsarl       padl     a l   isu besar,l 
 

tujua lnnyal     juga l     untuk  mencalbut  altalu  mengubalh  beberalpa l     undalng-undalng  yalng 

dia lnggalp sa lling tumpalng tindih. 

b. Siyasl      alh Islaml alda llalh sua ltu ilmu yalng membalhals tentanl g tatl   al   calra l   pengalturaln 
 

malsa llalh-masl    allalh   ketaltalnegarl    alaln   dallalm   Isla lm   seperti   balga limalnal       calra l       untuk 
 

mengaldalka ln perundalng-undalngaln daln berbalga li  peralturanl        lalinnya l      yalng sesua li 
 

 

 

 

 
31Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Grafinfo prima (2017), 133. 

l  l l l l        l l 
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dengaln prinsip-prinsip hukum Islalm yalng bertujualn untuk kebalikaln daln 

kesejalhteralaln uma lt. 

3. Data dan Sumber Data 

 

Alda lpun  sumber  datl   al     yalng  diguna lka ln  palda l     penelitialn  ini  alda llalh  sebalga li 

berikut: 

a. Ba lhaln  Hukum  Primer  ya litu  ba lhaln-balhaln  ya lng  mengikalt  daltal     ba lhaln  utalma l 

dallalm memba lhals suatl   u permasl    allalhaln. Balha ln hukum primer dallalm penelitialn ini 

terdiri  dalri  All-Qur’a ln,  Ha ldist  da ln  Unda lng-Unda lng  No.  15  Ta lhun  2019  tentalng 

Peruba lhaln   atl   asl Unda lng-Unda lng   No.   12   Tahul n   2011   tentangl Pembentukanl 
 

Pera lturaln Perundalng-Unda lngaln daln Undalng-Unda lng No. 11 Talhun 2020 tentalng 

Cipta l   kerjal. 

b. Ba lhaln Hukum Sekunder yalitu balhaln yalng menjelalska ln balhaln hukum primer, 

seperti buku-buku ilmialh, halsil penelitialn daln kalrya l   ilmialh. Balha ln hukum primer 

dallalm  penelitialn  ini  terdiri  darl    i  buku-buku   literaltur   ya lng   berkalitaln  denga ln 

pembalhalsa ln,  seperti:  sumber  dalta l      yalng  diperoleh  dalri  buku-buku,  jurna ll  da ln 

literaltur la linnya.l 

c. Ba lhaln  Hukum  Tersier  yalitu  balhaln  talmbalhaln  altalu  balhaln  pelengkalp  yalng 

memberikaln  penjelalsa ln  daln  petunjuk  tentalng  ba lhaln  hukum  primer  da ln  ba lhaln 

hukum sekunder. Alda lpun balhaln hukum tersier yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini 

yalng berupa l   ensiklopedial   hukum Islalm daln ilmialh sertal   kalmus hukum. 
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32Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

2016), 78. 

 

 

l  l    l l  l  l 

 

 

4. Teknik pengumpulan data 

 

Teknik  pengumpula ln  datl   al    ya lng  dialmbil  oleh  penulis  dallalm  penelitialn  ini 

alda llalh seba lgali berikut: 

a. Libralry resealrch 

 

Libralry  resealrch  a ldallalh  sa ltu  calra l      memperoleh  daltal     dengaln  mempealjalri 
 

buku-buku  di  perpusta lkala ln  yalng  merupakl     aln  halsil  darl    i  peneliti  terlebih  dalhulu. 
 

Penelitialn ini bertujualn untuk mengumpulka ln dalta l   altalu informalsi dengaln beberalpa l 

 

macl alm   matl   eri   yalng   terdapl alt   diruanl     g perpustakaan.32 Karena penelitian ini 
 

merupalka ln   penelitialn   pusta lka l       malka l       penulis   mengkalji   literatl   ur-literaltur   dalri 
 

perpustalkaal     ln yalng  berkalitaln dengaln penelitialn ini yalitu tentangl tinjaul     aln siyalsahl 
 

Islaml terhadl alp konsepsi omnibus la lw dallalm struktur perundanl g-undalngaln yalng alda l 

 

di Indonesial. 

 

Sumber  daltal      primer  dallalm  penelitialn  ini  yalitu  All-Qur‟aln,  Ha ldist  da ln 
 

Unda lng-Unda lng No. 15 Tahl     un 2019 tentangl Peruba lhaln atl   asl       Unda lng-Unda lng No. 
 

12 Talhun 2011 tentalng Pembentukanl        Peratl   uranl        Perundalng-Unda lngaln. Sedangkl aln 
 

sumber daltal   sekundernya l   adl     allalh buku-buku yalng mengkalji tentangl literatl   ur yalng 
 

memiliki relevalnsi dengaln pembalhalsa ln skripsi ini, yalitu buku-buku yalng mengkalji 

tentalng  tinja lua ln  siyalsalh  Islalm  terhaldalp  konsepsi  omnibus  lalw  dalla lm  struktur 

perundalng-undalngaln yalng alda l   di Indonesia.l 
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33Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 

206. 
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b. Dokumentasi 

 

Dokumentasl    i  adl     allalh  untuk  mencalri  datl   a l     mengenali  hall-hall  untuk  variall bel 
 

yalng berupa l   calta ltaln, tranl skip, buku, sura lt kabl l    , maljallalh daln sebagl     alinya.l Da lla lm 
 

penelitialn  penulis  ini,  penulis  mencalri  da lta l      mengenali  tinjalualn  siyalsalh  Islalm 

terhaldalp konsepsi omnibus lalw dallalm struktur perundalng-undalngaln yalng alda l    di 

Indonesial,  dokumen resmi daln hall-hall lalin  ya lng  berkalitaln dengaln permalsa llalhaln 

yalng dibalhals da llalm penelitialn ini yalitu tinjalualn siyasl      ahl              Islalm terhadl     apl         konsepsi 
 

omnibus lalw dallalm struktur perundalng-undalngaln yalng alda l   di Indonesial. 

 

5. Teknik Analisis Data 

 

Setela lh dalta l    terkumpul, talha lp selalnjutnya l    alda llalh mengelola lh dalta l    tersebut 
 

dengaln menggunakl     aln lalngkalh-lalngkalh sebagl     ali berikut: 
 

a. Editing 
 

Editing adl allalh pengecekaln terhalda lp daltal-da ltal   altaul balhaln-balhaln yalng telalh 
 

diperoleh untuk mengetalhui caltaltaln itu cukup balik daln dalpalt segera l   dipersialpkaln 

untuk  kepentingaln  berikutnyal.  Editing  merupalka ln  kegialtaln  memilalh  datl   al-da ltal 

yalng ditemukaln sesua li kebutuhaln daln tujualn penelitialn yalng dilakl      sa lnakl     aln. Padl     a l 

 

tahl     apl     aln  ini  peneliti  melakukl aln  prses  pengecekaln  kemballi  dalta l-datl   al     ya lng  tela lh 
 

diperoleh darl    i berbagl      ali sumber sesua li dengaln malksud danl         tujualn darl    i penelitia ln 
 

yalng dilalkukaln. 

 



 

. 
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b. Sistemaltizing atl   alu sistemaltisalsi 

 

Sistemaltizing   ya litu   menempaltkanl dalta l        menurut   kerangkl a l        sistemaltika l 

 
34 

balhalsa ln  berdalsalrka ln  urutanl masalah. Yang  dimaksud  dalam  hal  ini  yaitu: 
 

mengelompokkaln dalta l   secarl    a l   sitemaltis da lta l   yalng suda lh diedit daln diberi talnda l   itu 
 

menurut klalsifikalsi daln urutaln malsa llalh. Sedanl     gkaln untuk mengalnallisa l   datl   a,l      padl     a l 

 

penelitialn ini   dilalkukaln   secarl    al         kuallitaltif yalitu prosedur penelitialn yalng 

menghalsilkaln daltal    deskriptif berupa l    kalta-l    kaltal   tertulis a ltalu lisa ln dalri ora lng-oralng 

yalng  dapl tl dialmalti. Da lla lm  metode  berfikir   induktif  ya litu  berfikir  dengaln 
 

beralngkalt  darl    i  falkta l-fa lkta l     atl   alu  peristiwa-l    peristiwa l     konkrit  dalri  fakl     ta-l    faktl         al     atl   aul 
 

peristiwa l-peristiwa l      yalng  khusus  itu  dita lrik  genera llisa lsi  yalng  mempunyali  sifa lt 
 

umum.  Denga ln  metode  ini penulis  da lpalt  menyalring  a ltaul menimbalng  datl   al    yalng 
 

telalh  terkumpul  daln  dengaln   metode   ini  dalta l       yalng   alda l       dialnallisal,   sehingga l 

 

dida lpaltkaln jalwa lbaln yalng benarl       darl    i permalsa llalhaln. Di da llalm a lnallisa l   datl   al   penulis 
 

alka ln mengolalh daltal-daltal   yalng diperoleh dalri ha lsil studi kepustalka lanl     . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

34Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,2019, 209 
35Lexy. J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Konsep omnibus law dalam struktur perundang-undangan di Indonesia 

 

1. Omnibus Law sebagai Metode Dalam Pembentukan Undang-Undang 
 

Metode  omnibus  la lw  lazl     im  digunakl     aln  oleh  negarl    al-negarl    a l       yalng 
 

mengalnut sistem common la lw. Sa llalh sa ltu contoh negarl    a l   common lal w ya lng 
 

menggunalkaln   metode   omnibus   lalw   adl     allalh   negarl    a l         Amerl ika l         Serikat.l 
 

Meskipun  demikialn,  penerapl     aln  metode  omnibus  lalw  di  negarl    al      ini  tidakl 
 

terlepasl darl    i   berbalgali   caltatl   aln,   misa llnya l        pembualtanl Omnibus Spending 
 

Bill yalng masl    ih mendalpalt protes dalri masl    ya lra lka lt kalrena l   mengaltur hall yalng 

sa lngalt luasl    , tetalpi dibalhals ha lnya l   dalla lm wa lktu yalng singkalt. 

Seiring   perkembalngaln   jalmaln,   beberalpa l       negalra l       yalng    mengalnut 

sistem  civil  lalw  telalh  meneralpkaln  metode  omnibus  lalw  dengaln  tujua ln 

menyelesa likaln permalsa llalhaln tumpa lng tindihnyal   regulalsi da ln birokralsi. Sa llalh 

sa ltunya l        alda llalh   negalra l        Vietnalm   yalng   menyaltukaln   berba lgali   ketentualn 

peratl   uraln  perpa ljalkaln  di  dallalm  sa ltu   UU   dimalnal       peratl   uraln  perunda lng- 

undalngaln yalng mengubalh daln/atl   alu mencalbut beberalpa l   ketentualn peralturaln 
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perundalng-undalngaln  darl    i  sektor-sektor  yalng  berbeda l     untuk  disa ltuka ln  ke 

dallalm 1 (sa ltu) peralturaln perundalng-undalngaln. 

Omnibus la lw sa lngalt berkalitaln dengaln upalya l  penyederhalnaal     ln regulasil 
 

dallalm   ralngkal        harl    monisa lsi   peratl   uranl perundalng-undalngaln.   Penggunala ln 
 

metode   omnibus   lalw  sebagl     ali  upalya l       halrmonisasil  peralturanl perundalng- 
 

undalngaln  malmpu   menekaln  ego   sektorall  yalng  terkadl     alng   menimbulkaln 
 

pertentalngaln   a lntalra l        peralturaln   perunda lng-undalngaln   yalng   sa ltu   dengaln 

peralturaln   perunda lng-undalngaln   ya lng   la lin.   Metode   omnibus   lalw   ya lng 

dibentuk  menggunalkaln  carl    a l     modifikasl    i  menjaldikaln  pera lturaln  perunda lng- 

undalngaln bisal    beraldalptasl    i dengaln kondisi riil di malsyalra lka lt. Hall ini sesua li 

dengaln  pernyatl   alanl dalri  Guru  Besa lr  Ilmu  Perunda lng-undalngaln  Fakl ulta ls 
 

Hukum Universitals Indonesial, Ha lmid S. Atl   talmimi balhwa l proses 

pembentukaln hukum perlu menggunalka ln metode modifikalsi sehingga l  hukum 

dapl     atl      menjembatl   anil kepentingaln daln kebutuhaln masyarll akl     alt. Indonesia l   telalh 
 

menggunalkaln  metode  omnibus  lalw,  sa llalh  sa ltu  contohnya l    adl     allalh  Unda lng- 
 

Unda lng  Nomor   11 Talhun 2020 Tentanl     g Ciptal Kerja.l Penggunaall     n 
 

metode omnibus lalw ya lng mengubalh daln/atl   aul         mencalbut berbagl      ali ketentuanl 
 

UU  akl anl memperluals  ca lkupaln  sektor  yalng  dialtur.  Ha ll  ini  menyebalbkaln 
 

golongaln masl    yarl    akl     atl ya lng terdampl akl akl     aln lebih balnyakl darl    ipadl     a l 

 

malsyalrakl alt  yalng  terdalmpalk  darl    i pembualtaln  UU  padl a l    umumnyal.  Menurut 
 

hematl penulis,   satl   u   UU   ya lng   mengubalh   daln/altaul mencalbut   berbalga li 
 

ketentualn  UU  la linnya l     untuk  kemudialn  dialtur  di  dallalm  UU  tersebut  bisa l 

 

memberikaln  dalmpakl positif  malupun  negaltif  terhadl apl sektor-sektor  ya lng 
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diatl   ur dallalm sa ltu UU tersebut. Dalmpalk positifnya l   aldallalh menyederhalnalka ln 
 

sehingga l    terjaldi  penaltaal     nl kemballi  regulasl    i  serta l    prosedurall       dalri  UU  ya lng 
 

disa ltuka ln  itu.  Misa llnyal      sa ljal      UU  Cipta l      Kerjal      yalng  mengubalh  daln/altalu 
 

mencalbut  78  (tujuh  puluh  delalpaln)  UU  meliputi  sektor  ketenalgakl     erjaall     n, 
 

agl ra lria l,  kehutanl aln,  keualngaln,  perizinaln berusa lhal,  perdalgalnga ln,  perikalnaln, 
 

hinggal   aldministra lsi pemerintalhaln, tentu memiliki pengarl    uh yalng sa lngalt luals 

terhaldalp  malsyalra lka lt.  UU  Cipta l     Kerjal     yalng  mengaltur  berbalgali  sektor  ini 

memiliki  keunggulaln  utalmal,  ya litu  memberikaln  kemudalhaln  berusa lha l      di 

Indonesial     yalng  kemudialn  alkaln  mendorong  investor  masl    uk  di  Indonesial. 

Sebelum adl alnyal   UU Cipta l   Kerja l   pembentukanl sua ltu baldanl usa lhal, terutalmal 

 

badl aln  usa lhal     berupal    perseroanl yalng  dibentuk  oleh  UMKM  terha llalng  palda l 

 

ketentualn   Unda lng-Unda lng   Nomor   40   Talhun   2007   Tentalng   Perseroa ln 

Terbaltals (selalnjutnyal    disebut UU PT). Malka l, UU Cipta l    Kerja l    lalhir dengaln 

calkupaln  Unda lng-Unda lng  Nomor  20  Talhun  2008  Tentalng  Usa lhal     Mikro, 

Kecil,   daln   Menengalh   (selalnjutnyal       disebut   UU   UMKM)   da ln   UU   PT 

menghalsilkaln sua ltu produk baldaln usa lhal    balru, ya litu Perseroanl         Perorangl aln. 
 

Perseroaln Peroralngaln ini memudalhkaln UMKM untuk berusa lha l   kalrena l   bisa l 

didirikaln oleh 1 (saltu) oralng, sya lra lt pendalfta lra ln ya lng mudalh, sertal  pemisalhaln 

harl    tal   kekalyalaln perusa lha laln dengaln harl    ta l   pribaldi. 

Pengguna laln metode omnibus lalw di Indonesia l    sa lalt ini malsih halnya l 

 

terbaltals padl     al   UU. Penerapl     aln darl    i metode omnibus lalw juga l   malsih jaul      h daril 
 

katl   al     sempurnal,  contohnya l     aldallalh  UU  Cipta l     Kerja l     yalng  dinyaltalkaln  calcalt 

formil setelalh dilalkukaln uji formil oleh Ma lhka lmalh  Konstitusi (sela lnjutnya l 
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l  l 

 
 
 
 

disebut MK) a lkiba lt tidalk terpenuhinya l   prosedur pembentukanl        suatul UU. UU 
 

Cipta l Kerja l  dinyatl   alkaln inkonstitusiona ll bersyalratl melallui Putusa ln 
 

Ma lhkalmalh   Konstitusi   Nomor   91/PUU-XVIII/2020   (sela lnjutnyal       disebut 
 

Putusaln MK). Apl      albila l   sua ltu UU dinyatl   akl     aln inkonstitusiona ll bersyarl    atl      oleh 
 

MK,   ma lka l       UU   tersebut   tidalk   mempunyali   kekualtanl hukum   mengikalt 
 

sepa lnjalng tidalk  memenuhi sya lra lt-syarl    alt  ya lng ditentukaln. Pengujia ln formil 

terhaldalp suatl   u UU berka litaln denga ln prosedur penyusuna ln sebualh UU, ya litu 

dallalm  hall  terdalpalt  dugala ln  kesa llalhaln  prosedur,  a ltalu  dugala ln  kesengaljaal     ln 
 

melewa ltkaln prosedur dallalm menghalsilkaln sebua lh UU. Putusaln 
 

inkonstitusiona ll bersyarl    atl dallalm UU Ciptal   Kerjal    dimakl nali sebalga li UU CK 
 

tidalk  berlalku  secarl    a l    permalnen alpa lbila l    tidalk  dila lkukaln revisi terhalda lp  UU 
 

36 
tersebut selalma l   2 tahl     un. 

 

 

2. Kedudukan Undang-Undang Hasil Omnibus Law ditinjau dari Hierarki 

Peraturan Perundang-Undangan 

Menga lcu palda l  teori hieralrki norma l   hukum, malka l  jenis hierarl    ki secalra l  umum 

diklasl    ifikasl    ikaln menja ldi dual    jenis,  ya litu  hieralrki forma ll daln hieralrki fungsiona ll. 

Hierarl    ki  formall  merupalka ln  hieralrki  norma l      hukum  seba lgalimalnal       yalng  sering 

dikemukalka ln daln dikenall dengaln sebutaln Stufenbalu des recht atl   alu The Hieralrchy 

of  Lalw.  Da llalm  teorinyal       itu  ia l      berpenda lpalt  balhwa l       normal-norma l      hukum  itu 

berjenjalng- jenjalng daln berlalpis-lapl      is dallalm suatul hieralrki ta ltal   susuna ln, di malna l 

 
 
 

 

36 Nicolas Wian to, “Penggunaal       ln Metode Omnibus Lalw dall    aml Pembentukanl Peralturanl Perundanl       g- 

Undalngaln   di   Indonesia”l https://lbhpengalyoman.l           unpalr.alc.id/penggunaal       nl       -metode-omnibus-lalw- 

dall    aml          -pembentukanl       -peralturaln-perundalng-undangl              anl       -di-indonesial/ 
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a 38 

l  l  l     l l l l  l  l  l       l 

l l 

l l  l 

l  l        l l l       l 

l l        l l l       l 

 

 

 

suatl   u normal  hukum yalng lebih rendalh berlalku, bersumber daln berdalsa lr pa lda l  norma l  

yalng  lebih  tinggi  lalgi,  demikialn  seterusnya l      hingga l      norma l      yalng  tidalk  dalpalt 

ditelusuri   lebih   la lnjut   yalng   bersifa lt   hipotesis   da ln  fiktif,   yalitu   normal       dalsarl  

(grundnorm).37 

Norma l   dalsarl       yalng merupakl     aln norma l   tertinggi dallalm sistem normal   hukum 
 

tersebut, tidakl         lagl      i dibentuk oleh suatl   u norma l    yalng lebih tinggi lagl      i tetapil norma l 

 

itu   ditetapl     kaln   terlebih   dalhulu   oleh   malsya lrakl     alt   sebagl     ali   norma l        dalsarl yalng 
 

merupalka ln galntungaln bagl i norma l   yalng beralda l   di bawl lhnya.l 
 

Darl    i  ka lra lkter  kha ls  dina lmikalnya l     hukum  sebalga lima lnal     penjelalsa ln  di  a ltals, 

teori ini kemudialn dikemba lngkaln balhwa l   selalin normal   hukum itu berlalpis-la lpis da ln 

berjenjalng-jenjalng,   norma l        hukum   darl    i   sua ltu   nega lra l        itu   juga l       berkelompok- 

kelompok.  Norma l-norma l     hukum  dallalm  suatl   u  negalra l     itu  terdiri  darl    i  4  (empatl   ) 

kelompok besar yaitu:39 Staatfundamentanorm ( norma fundamental negara), 

stalatl     grundgesetz (a ltura ln dasl    alr / pokok nega lra l), Formell Gesetz (Unda lng- undalng 

formall),  daln  Verordnung  und  A lutonome  Sa ltzung  (  alturaln  pelalksa lnal    daln  alturaln 

otonom). 

Denga ln  demikialn,  teori hieralrki  norma l    di altals  padl     al    intinya l     mengalndung 
 

asl    asl    -alsasl atl   aul prinsip-prinsip sebagai berikut:40 
 

a. Peratl   uraln  perunda lng-undalngaln  tingkatl         lebih  rendahl harl    us  bersumber  atl   aul 
 
 
 

 

37 Muntoha, Otonomi Daerah daln Perkembanl       g anl “Peralturanl  Dael      r ahl Bernualnsal    Syarl     i’ahl       ” , Cet.I, 

(Yogyalkarl   tal  : Salfirial  Insalnial  Press, 2018),  28-29. 
38Bagir Manan, “Teori dan Politik Konstitusi”, Cetakan 

212 

 

Pertaml 
 

a,l    FH UII-Press, Yogyakl    alrta,l    (2018), 

39Faljalr,   Mukti   daln   Yulianl    to  Acl    hmald,   Duall    isme   Penulisanl 

(Yogyakl     alrtal: Pustalkal  Pelaljalr, (2014), 45. 

Hukum  Normatl    if  danl Empiris, 

40Bagir Manan, “Teori dan Politik Konstitusi”, Cetakan 

212 

Pertaml a,l    FH UII-Press, Yogyakl    alrta,l    (2013), 
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memiliki dalsa lr hukum da lri sua ltu peralturaln perundalng- undalngaln tingkalt lebih 

tinggi; daln 

b. Isi  atl   alu  malteri  mualtaln  peralturaln  perundalng-undalngaln  tingkalt  lebih  rendalh 
 

tidalk  boleh  menyimpalngi  alta lu  bertentanl     galn  dengaln  peratl   uranl perundalng- 
 

undalngaln tingkalt lebih tinggi, kecualli alpalbila l   peralturaln perundalng-undalngaln 

yalng   lebih  tinggi  dibualt  ta lnpal       wewenalng  (onbevoged)   atl   alu   mela lmpalui 

wewena lng (deternement de pouvoir) 

Alsa ls-a lsa ls  a lta lu  prinsip-prinsip  dalri  teori  stufenbalu  tersebut  di  altals,  tela lh 

diterima l        di   Indonesia l        daln   telalh   diformallkaln   dallalm   Ketetalpaln   MPRS   No. 

XX/MPRS/1966, ya lng kemudialn direvisi oleh ketetalpaln MPR No. III/MPR/2000 

sertal     telalh  disempurnalkaln  oleh  UU  Nomor  10  Ta lhun  2004  Tentalng  Tatl   al     Calra l  

Pembutaln  Pera lturaln  Perunda lng-undalngaln  yalng  kemudialn  digalnti  denga ln  UU 

Nomor  12  Talhun  2011  tentanl g  Pembentukanl Pera lturaln  Perundalng-Unda lngaln. 
 

Berikut  ini  dapl     atl dikemukakanll perkembalngaln  hierarl      ki  tatall urutanl peratl   uranl 
 

perundalng-undalngaln di Indonesia l   sebagl     ali berikut: 
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Tabel 1. 

TAP MPRS 

NOMOR 

XX/MPRS/1966 

TAP MPR 

NOMOR 

III/MPR/200

0 

UU No. 10 

TAHUN 

2004 

UU No. 12 

TAHUN 

2011 

  1. UUD 1945; 

2. Ketetapan 
MPRS/MP
R; 

3. UU/Peraturan 

Pemerintah 

Pengganti 

Undang- undang; 

4. Peraturan 
Pemerinta
h 

5. Keputus
an 
Presiden; 

6. Peraturan-

peraturan  

Pelaksalnaal ln 

lalinnyal seperti: 

al.  Peralturan  

Menteri; 

b. Instruksi 

Menteri, 

danl 

lain lainnya 

 1. UUD 1945; 

2. Ketetalpanl       

MPR; 

3. Undalng-undanl     

g; 

4. Peratl   

uranl 

Pemerin

tahl 

Penggan

l     ti 

Undanl     g-

undalng; 

5. Peratl   
uranl 
Pemerinta
hl     ; 

6. Keputusanl 

Presiden; 

daln 

7. Peratl   uranl       

Daleralh 

1. UUD RI 1945; 

2. Undang- 

undang/Peratura 

Pemerintah   

Pengganti 

Undang- 

undang; 

3. Peraturan 
Pemerintah     
; dan 

4. Peralturaln Daleralh 

a. Peratl   uranl       
Dalerahl 
Provinsi; 

b. Peratl   uraln 

Daleralh 

Kalbupalten/K
ota;l  

daln 

c. Peralturaln 

Desal/Peralturaln 

yalng setingkalt 

1. UUD RI 1945; 

2. Ketetapan MPR; 

3. Undang- 

undang  

/Peraturan 

Pemerintah 

Pengganti 

Undang-

Undang; 

4. Peratura
n 
Pemerint
ah; 

5. Peratu
ran 
Presid
en; 

6. Peraturan       

Daerah 

Provinsi; dan 

7. Peraturan 

Daerah Kab 
upaten/Kota 
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Pera lturaln  perunda lng-undalngaln,  dallalm  konteks  Nega lra l     Indonesial     adl     allalh 
 

peratl   uraln tertulis ya lng dibentuk oleh lembalga l   Nega lra l   altalu pejalbalt yalng berwena lng 

mengikalt secarl    al   umum. Sedalngkaln hierarl    ki malksudnya l   a ldallalh suatl   u jenjalng altalu 

tingkalta ln  dimalna l     peralturaln  perunda lng-undalngaln  ya lng  lebih  rendalh  tidalk  boleh 

bertentalngaln dengaln peraltura ln perundalng – undalngaln yalng lebih tinggi. Jenis da ln 

hieralrki  peratl   uraln  perundalng-  undalngaln  dialtur  da llalm  Pa lsa ll  7  alyatl        (1)  Unda lng- 
 

Unda lng   Nomor   12   talhun  2011   tenta lng   Pembentukaln  Peratl   uraln  Perunda lng- 

undalngaln. 

Tinja lua ln altals kedudukaln Omnibus Lalw Cipta l   Kerja l   dallalm sistem peralturaln 

perundalng-undalngaln Indonesia l   dalpalt didalsa lrka ln palda l   Unda lng- Unda lng Nomor 12 

tahl     un  2011  tentangl Pembentukanl Peratl   uranl Perunda lng-  undalngaln  sebagl     alimalna l 

 

yalng   telalh  diubalh  dengaln  Unda lng-Undalng   Nomor   15  Talhun  2019  tentalng 
 

Peruba lhaln atl   asl       Unda lng-Unda lng Nomor 12 tahul n 2011 tentangl Pembentukan  
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l  l  l 

 
Pera lturanl 

 
Perunda lng-undalngaln,  yalitu  juga l     mengacl 

 
u  padl 

 
a l     Palsa ll  7  alyalt  (1)  UU 

 

Nomor  12  talhun  2011,  meskipun  sesungguhnya l      UU  Pembentukaln  Pera lturaln 

Perunda lng-undalngaln daln perubalhalnnyal    memalng tidalk mengenall istilalh Omnibus 

Lalw. 

Secalra l   teori perunda lng-undalngaln di Indonesial, kedudukaln undalng- undalng 

darl    i  konsep  omnibus  lalw  belum  dia ltur  nalmun  bisa l     ditemukaln  legitimalsi  ya lng 

ra lsiona ll jika l    melihalt  sistem perundalng-undalngaln di Indonesial. Jika l    mengalnggalp 

balhwa l        Omnibus   Lalw   aldallalh   produk   peratl   uraln-perundalng-undalngaln   sejenis 

undalng-  undalng  malka l     sesungguhnya l     tidalk  adl     a l     malsa llalh  karl    ena l     undalng-undalng 
 

termalsuk  da llalm  hierarl    ki  peratl   uraln  yalng  diatl   ur  oleh  Unda lng-Unda lng  Nomor  12 
 

Tahl     un  2011  Tentangl Pembentukanl        Peralturanl        Perundalng-undalngaln. 
 

Selalin itu, jikal   dilihatl      dalri praktl        ik yalng diterapkl aln di berbagl     ali negarl    a,l      pola l 

 

41 
peneralpa ln daln teknik penyusuna ln omnibus lalw menjadl      i 2 (dua) pola yaitu: 

 

1. Sa ltu  undalng-undalng   mengubalh  balnyalk  undalng-undalng  sekalligus  denga ln 

mengubalh balgialn-balgialn tertentu darl    i undalng-undalng itu talnpa l    menyebalbkaln 

dicalbut sa lma l   sekalli; 

2. Sa ltu  undalng-undalng  mengintegralsika ln  balnya lk  undalng-undalng  menjaldi  satl   u 

kesa ltua ln  undalng-undalng  balru  denga ln  mencalbut  semua l    undalng-undalng  lalma l 

yalng diintegralsikaln tersebut dengaln seka lligus mengubalh sebalgialn dalri ma lteri 

undalng-undalng yalng lalmal   itu sesua li dengaln kebutuhaln 
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Padl a l     polal     pertalmal,  suatl   u  undalng-undalng  dapl alt  disusun  tipis  sa ljal     ya litu 
 

sesua li  dengaln  kebutuhaln.  Akl  aln  tetalpi,  jalngkaul aln  malteriel  yalng  diatl   urnyal    dalpalt 
 

mencalngkup lingkungaln malteri peralturaln yalng dialtur oleh beralgalm peraltura ln ya lng 
 

suda lh adl a l   yalng dinilali perlu diubalh secarl    a l   seka lligus denga ln satl   u undanl     g -undang.42 
 

Seda lngkaln  palda l      pola l      kedual,  terkesanl adl     al      kemiripaln  dengaln  pola l      kodifikalsi 
 

peralturaln  perundalng-undalngaln  yalng  berusa lha l      mengintegralsika ln  semua l     produk 

peralturaln yalng mengatl   ur malteri sejenis da llalm sa ltu kesaltualn unda lng-undalng. 

 

Hanl  ya l  salja,l bedanl ya l  alda lla lh balhwa l  padl a l  kodifikalsi tida lk adl a l  perubalha ln yalng 
 

dilalkuka ln  terhaldapl matl   eri  unda lng-undalng  lalin  yalng  dipadukl aln  menjadil satul 
 

kesatl   ualn  kodifikalsi.  Sedanl gkaln  dallalm  omnibus  lalw,  malteri  peralturanl undalng- 
 

undalng  yalng  diintegralsika ln  diubalh  menyeluruh  altalu  sebagl      ialn  sesua li  denga ln 
 

kebutuhaln. Jika l   melihatl      daril         kedua l   pola l   dialtasl       danl        dibalndingkaln dengaln penerapl     a ln 
 

metode omnibus lalw di Indonesia l   ya lng balru memperkena llkaln pralktik omnibus la lw 

 

ini palda l   Unda lng-Unda lng Nomor 11 Talhun 2020 Tentalng Ciptal  Kerjal  daln lalngsung 
 

memualt berbalgali ketentualn ya lng menghalsilkaln undanl     g-undalng yalng sa lngatl      teball, 
 

mengintegralsikaln   malteri  yalng   beralsa ll  dalri  84   unda lng-undalng   menjaldi  sa ltu 

kesa ltualn unda lng-undalng balru diserta li nalska lh alka ldemik seteball 2.500 hallalmaln. 

Selalnjutnyal. mengenali peneralpaln omnibus lalw di beberapl     a l   negalra,l     omnibus 
 

la lw diwujudka ln dallalm sua ltu peralturanl        perundalng-undalngaln yalng dapl     atl      disa lmakl     aln 
 

dengaln undalng-undalng dallalm konteks hukum di Indonesia.l      Omnibus la lw dibentuk 
 

dallalm  undalng-undalng.  Tetalpi  a lda l     beberapl a l     pendapl alt  yalng  mengaltakl aln  ba lhwa l 
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l  l  l  l  l        l l  l  l  l  l  l 

l l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l 

l 

l l        l l l       l 

 
 
 

undalng-undalng halsil omnibus lalw bisa l    mengalra lh sebalga li undalng-undalng palyung 
 

karl    ena l   mengatl   ur secalra l   menyeluruh danl        kemudialn mempunyali kekualtaln terhadl  

lturaln lalin. 

alp 

Omnibus la lw seba lgali sua ltu  undalng-  undalng  barl    u  yalng  mengalndung  alta lu 

mengaltur  berbalga li  malcalm  substalnsi daln  berbalgali  malcalm  subjek  untuk  lalngkalh 

penyederhalnalaln  dalri  berba lga li  undalng-  undalng  yalng  malsih  berlalku.  Unda lng- 

undalng  omnibus  lalw tidakl tepatl        jika l    disa lmakl     aln  dengaln  undalng-undalng  palyung 
 

(raal        ml             wet, basl      iswet, moederwet) ya litu undalng-undangl yalng merupakl     aln induk daril 
 

undalng-undalng  lalin  sehinggal      kedudukalnnya l      lebih  tinggi  darl    i  undalng-undalng 

“a lnalknyal”  kalrena l      unda lng-undalng  palyung  inilalh  yalng  melimpalhkaln  berbalgali 

pengaturan lebih lanjutnya secara deligasi pada undang-undang lain.44 

Terlepals  dalri  ha ll  tersebut,  sejalk  mulali  diperbincalngkaln  sebalgali  istilalh 

hukum daln perundalng-undalngaln omnibus lalw memalng dipalhalmi seba lgali metode 

atl   alu  teknik  pembentukanl undalng-undalng  denganl makl      sud  untuk  mengadl     akl     a ln 
 

perubalhaln   seka lligus   a ltals   beberalpa l        undalng-undalng   yalng   aldal        danl berlakul 
 

sebelumnyal.  Alrtinya l    jikal    na lnti ralncalngaln undalng-undalng  itu  sudahl sa lh  menjadil 
 

undalng-undalng,  malka l    sebutaln omnibus lalw pun  sebetulnya l    tidalk  terlallu  penting 
 

lagl      i  atl   aul ma llalh  tidakl diperlukaln  lagl      i,  karl    ena l      statl   usnya l      sudalh  resmi  menjadil 
 

undang-undang sebagaimana undang-undang lain pada umumnya.45 Omnibus law 
 

seba lgali  teknik  pembentukaln  peralturanl perundalng-undalng  yalng  menyalngkut 
 
 

 

43Adhi Setyo Prabl    owo dkk, “Politik Hukum Omnibus Lawl Di Indonesia”l    , Jurnall Paml atl    or Vol 13 

No 1, Alpril 2020, 5. 
44Bagir Manan, “Teori dan Politik Konstitusi”, Cetakan 

212. 

 

Pertaml 
 

a,l    FH UII-Press, Yogyakl    alrta,l    (2013), 
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a 46 

 

 

 

pilihaln metode belakl     a.l      Perbedalaln antl        alra l   teknik undangl -undalng biasl    al   ya lng dipakl      ali 
 

di Indonesial   dengaln metode omnibus lalw dalpa lt dibedalka ln sebagl li berikut: 
 

(1) Segi Substa lnsi Ya lng Diatl   ur/ Dimuatl   . 
 

Selalma l   ini kebialsaal ln undalng-undalng di Indonesia l   adl allalh mengalndung saltu 
 

matl   eri/subjek/substa lnsi tertentu, sementalra l  omnibus lalw memualt balnya lk 
 

matl   eri/subjek/substa lnsi ya lng berbeda l   balhkaln dapl alt tidakl sa lling terkalit. 
 

(2) Segi Teknik Pembentukaln Unda lng-Unda lng 

 

Peruba lhaln altalu  pencalbutaln sua ltu undalng-undalng  selalmal    ini di Indonesia l 

alda llalh   dengaln   menggunalkaln   metode   sa ltu   usula ln  perubalhaln  unda lng-undalng 

mengubalh altalu mencalbut saltu undalng- undalng sa lja l   sertal  tidalk mengubalh substa lnsi 

undalng-undalng  lalin.  Sedalngkaln,  omnibus  lalw  menggunalka ln  teknik  mengubalh, 

mencalbut,   altalu   memberlalkukaln  beberapl     al       ketentuanl dallalm  berbagl     ali  undalng- 
 

undalng halnya l   melallui sa ltu usula ln pembentuka ln undalng-undalng kepadl     al   parl    lemen. 
 

(3) Kodifika lsi VS Omnibus Lalw. 

 

Di   Indonesia l        mengenall   sistem   kodifika lsi   ya lng   mengutalmalka ln   da ln 

mengideallkaln  penulisa ln  daln  penyusuna ln  undalng-undalng  dallalm  sa ltu  kesa ltualn 

terpaldu  mengena li  subjek  da ln  objek  yalng  diatl   ur  dallalm  setialp  nalska lh  undalng- 

undalng  yalng  dibedalkaln  anl     tarl    a l      kodifikalsi  legislatl   if  daln  kodifikalsi  eksekutif. 
 

Seda lngkaln metode omnibus lalw mengutalma lkaln daln mengideallkaln penulisa ln daln 

penyusuna ln  disa lmping  bersifalt  terpaldu  juga l     bersifa lt  ha lrmonis  denga ln  berbalgali 

malteri  undalng-undalng  yalng  mengaltur  subjek  daln  objek  berbedal     dalri  unda lng- 
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l        l l  l 

 

 

 

undalng  lalin  dallalm  satl   u  kesatl   u anl sistem negara hukum tertinggi.47 Sekali lagi, 
 

meskipun UU Nomor 12 Tahl un 2011 tentalng Pembentukanl Peratl   uraln Perunda lng- 
 

Unda lngaln  sebagl     alimalna l     yalng  telalh  diubalh  dengaln  UU  Nomor  15  Tahul n  2019 
 

tentalng Peruba lhaln altals UU Nomor 12 Ta lhun 2011 tidalk mengenall istilalh omnibus 
 

la lw. Na lmun, ketentualn mengenali peneralpaln omnibus lalw tetapl        harl    us tunduk padl     a l 

 

pengalturaln  da llalm  UU  Nomor  12  Talhun  2011  tentalng  Pementukaln  Pera lturaln 

Perunda lng-Unda lngaln daln UU Nomor 15 Talhun 2019 tentalng Perubalhaln altals UU 

Nomor 12 Talhun 2011 tentalng Pembentukanl Peratl   uranl Perunda lng-Unda lngaln balik 
 

terkalit kedudukanl        daln matl   eri muatl   annyal.l 
 

 
Seba lgalimalnal   telalh diperlihaltkaln palda l   talbel perkembalngaln hieralrki diatl   als, 

 

yalng  juga l     dialtur  dallalm  Pa lsa ll  7  alyalt  (1)  UU  Nomor  12  Tahl     un  2011  tentalng 
 

Pembentukanl Peralturaln  Perunda lng-Unda lngaln  menyebutkanl mengenali  jenis  da ln 
 

hierarl    ki peralturanl        perundalng-undalngaln di Indonesia,l      yalitu: 
 

 

1. Unda lng-Unda lng Dasl    alr Negarl    a l   Republik Indonesial   Talhun 1945; 

 

2. Ketetalpa ln Ma ljelis Permusya lwa lra ln Ra lkyatl   ; 

 

3. Unda lng-Unda lng/Peralturaln Pemerintalh Penggalnti Unda lng-Unda lng; 
 

4. Peralturanl        Pemerintalh; 
 

5. Peratl   uraln Presiden; 

 

6. Peraltura ln Da lera lh Provinsi; 

 

7. Peraltura ln Da lera lh Ka lbupatl   en/Kota l. 
 

Alpa lbila l  dilihalt dalri ketentua ln dia ltals danl       dikalitkaln dengaln Unda lng- Unda lng 
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a 48 

 

 

 

Cipta l     Kerja,l undalng-undalng  halsil  metode  omnibus  lalw  tetapl berkedudukanl di 
 

bawl        a lh Unda lng-Unda lng Dasarll Negarl    al   Republik Indonesial   nalmun lebih tinggi daril 
 

jenis peraltura ln perundalng-undalngaln lalinnya.l      Keberaldaal     nl         undalng-undalng sebagl     ali 
 

jenis  peralturaln  perundalng-undalngaln  menunjukkaln  balhwa l    setiapl undalng-undalng 
 

memiliki kedudukaln yalng salmal   di bawl        alh Unda lng-Unda lng Dasl    arl      Negarl    a l   Republik 
 

Indonesia l   Talhun 1945 danl Ketetapl aln Ma ljelis Permusyawl arl    atl   anl Rakl      y lt. 
 

Unda lng-  Unda lng  Nomor  11  Tahl un  2020  tentanl g  Cipta l      Kerja l      secalra l 

 

deklalra ltif merupa lkaln undalng-undalng pertalmal   yalng menggunalka ln metode omnibus 

la lw yalng diteralpka ln di Indonesial. Unda lng-unda lng ini mencalbut Unda lng-Unda lng 

Nomor 3 Talhun 1982 tentanl g wa ljib Da lfta lr Perusalhaal ln daln Stalaltsbla ld Tahl un 1926 
 

Nomor 226 juncto Stalaltsblald Talhun 1940 Nomor 450 Alrtinya l, dialntalra l   4 (empalt) 
 

RUU (RUU Tentalng Cipta l   Kerja l, RUU Perpa ljalka ln, RUU tentanl     g Ibu Kotal   Negarl    a,l 
 

daln  RUU  tentanl     g  Kefarmasialll n)  ya lng  ditetapkl anl sebagl     ali  Omnibus  Lalw  atl   aul 
 

Omnibus bills sesua li dengaln Keputusa ln Rapl atl Palripurna l    DPR-RI  ya lng termasl    uk 
 

dallalm Prolegna ls Ta lhun 2020. Saltu dialntarl    al    4 (empalt) RUU tersebut, RUU Cipta l  

Kerja l      lalh  ya lng  pertalma l      disalhkaln  menjaldi  Unda lng-Unda lng,  Na lmun,  menjaldi 

catl   altaln juga l    balhwa l    dilihatl       darl    i segi penomoranl         undalng-undalng, Unda lng-Unda lng 
 

Nomor 2 Tahl un 2020 Tentanl g Penetapl aln Peralturaln Pemerintahl Pengga lnti Unda lng- 
 

Unda lng Nomor 1 Ta lhun 2020 Tentalng Kebijalkaln Keua lngaln Nega lra l   daln Stalbilitals 

Sistem Keua lngaln Untuk Penalngalnaln Palndemi Corona l   Virus Disea lse 2019 (Covid- 

2019) dapl     atl      dikaltakl     anl        menjadil pelopor Omnibus La lw di Indonesial  palsca l   marl    akl      nyal 
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perbincalngaln  tentalng  Omnibus  Lalw di tahl 
 
un  2020.  Dikatl   akl 

 
aln  demikialn,  kalrena l 

 

Pa lda l   Pasl    all 28 UU tersebut, terdalpa lt 12 (dual   belals) Unda lng-Unda lng yalng beberalpa l 

 

ketentuanl di   dalla lmnya l        dinyatl   akl anl tidakl berlakl u   sepa lnjalng   terkalit   dengaln 
 

kebijalka ln  ya lng  ditentuka ln  dallalm  UU  Nomor  2  Ta lhun  2020  tersebut.  Arl    tinyal, 

dengaln  UU  dima lksud,  ketentualn  Pa lsa ll-Palsa ll  yalng  tersebut  dallalm ke-12  UU  itu 

ditalngguhkaln   berlalkunya l         untuk   sementalra l         wa lktu,   hingga l         krisis   Covid-19 

dinyaltalkaln suda lh beralkhir tentanl     g Unda lng-Unda lng Ga lnggualn 
 

(Hinderordonnanl  tie) sertal   mengubalh 82 (delalpaln puluh dua)l Unda lng-Unda lng. 
 

 

B. Apa dampak konsep omnibus law terhadap Pemerintah Republik 

Indonesia menggunakan metode Omnibus Law dalam penataan peraturan 

perundang-undangan? 

Omnibus Lalw da ln Peneralpalnnya l    di Indonesia l    terdalpatl beberapl a l    dalmpalk 
 

danl malnfa la lt yalng ditimbulkaln dalri prakl tik pembentukanl undalng-undalng melallui 
 

omnibus lalw. 
 

Pertaml a,l diliha lt darl    i segi wakl tu, metode Omnibus Lalw dinilali lebih efisien 
 

kalrena l     dapl alt  menyelesalikaln  ba lnyakl kebutuhaln  alkaln  kebijalkaln-kebijakl aln  balru 
 

melalui regulasi dalam satu proses tunggal pembentukan undang- undang.49 Di 

Indonesia l   sendiri mengenali jumlalh undalng-undalng daln peralturaln perundalng- 
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l  l  l 

la 51
 

l  l  l  l  l 

 

 

 

undalngaln salngalt balnyakl , ruwet danl balnyakl pertentalngaln alntalra l  satl   u norma l  dengaln 
 

norma l       lalinnya.l Kompleksitasl peratl   uranl perundalng-undalngaln  diperparl    ahl oleh 
 

kebialsaal     ln  dallalm  pembentukanl undalng-undalng  yangl matl   eri  di  dallalmnya l     halnya l 

 

memualt ketentuanl sesua li dengaln judul undalng-undanl g,50 hal-hal diluar substanl     si 
 

danl ya lng tidalk tercermin dallalm judul tidalk dapl atl dimuatl di dallalmnya l  sehingga l   jika l 

 

padl a l    sua ltu  salatl perlu  mengaldalka ln  perubalhaln  terhaldalp  isi  sua ltu  undalng-undalng 
 

makl a l   ralncalngaln undalng-undalng perubalhaln itu juga l   tidakl boleh kelualr darl    i matl   eri 
 

yalng   seha lrusnya l        dialtur   menurut   judul   unda lng-undalng   yalng   bersa lngkutaln. 

Kebia lsa laln yalng berkembalng dalri pra lktik zalmaln ke zalmaln, dimalnal  undalng-undalng 

yalng  telalh  diubalh  dual    hingga l    tigal    kalli  mengallalmi perubalhaln  halrus  menuliska ln 

judul yalng salngatl pa lnjalng, misa llnya l   “Undalng-Undanl g tentanl g Peruba lhaln Kelima l 

 

altals Unda lng-Unda lng Nomor Talhun ya lng telalh berubalh dengaln Unda lng-Unda lng 
 

Nomor Tahl     un terakhirl diuba lh lagl      i dengaln Unda lng-Unda lng Nomor Tahul n tentangl 
 

danl seterusnya l”.  Kebia lsaal ln  ini  dia lnggalp  balik  kalrena l       setialp  undalng-undalng 
 

memusa ltkaln malteri alturalnnya l    secalra l    terpaldu dallalm sa ltu na lska lh undalng-undalng. 
 

Padl alha ll dallalm pelalksa lnalaln di lalpa lngaln, selallu sa lja l    ditemukaln adl alnyal    hubungaln 
 

normaltif da llalm pelalksa lnala ln undalng-undalng  yalng  mengaltur  bida lng-bidalng  yalng 
 

sa lling  berkalitaln  balik  la lngsung  ma lupun  tidakl lngsung. Prakl tiknya l,  bisa l     juga l 

 

ditemukaln adl alnyal    dua l    hingga l    tigal    undalng- unda lng  yalng tidakl mengaltur hall-hall 
 

yalng berhubungaln sa lma l    seka lli, tetalpi pa lda l    sua ltu wa lktu daln di sua ltu tempatl       alda l 

 

satl   u kalsus ya lng melibatl   kaln normal   salling bertentalngaln balginya l   yalng beralsa ll darl    i 
 

 
 

50 Maria Farida Indrati Soeprapl    t o, Ilmu Perundanl       g -Undalnganl daln Dalsalr-Dalsarl Pembentukanl       ny a,l 

Kalnisius, Yogyalkalrtal, 2018, hlm. 25 
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dua l  undalng-undalng yalng tidalk mengatl   ur hall-hall yalng sifatl   nyal  salling berhubungaln. 

Temualn-temualn   kasl    us   seperti   ini   suda lh   semestinya l       dija ldikaln   ba lhaln   untuk 

memperbaliki ketentualn pelbalga li undalng-undalng yalng sa lling berkalitaln itu melallui 

pendekatl   anl Omnibus Legislatl     i ve Technique.52 
 

Kedua,l peralturaln perundalng-undalngaln dapl alt ditalta l   menjaldi lebih halrmonis 
 

karl    ena l   palda l   tialp kesempaltaln mengalda lkaln perubalhaln dengaln sa ltu undalng-undalng, 
 

makl a l    substa lnsi ya lng terdalpatl dallalm balnyalk undalng-undalng  lalin dalpatl seka lligus 
 

diintegrasikan ke dalam undang- undang baru.53 Undang-undangnya menjadi lebih 
 

harl    monis da ln terpadl     u sehingga l    lebih mudalh di sosia llisa lsikaln daln dipalhalmi oleh 
 

malsyarl    alkalt  lua ls.  Da lla lm  implementasl    inyal,  undalng-unda lng  ya lng  demikialn  tentu 
 

lebih  mudalh  dilakl      sa lnakl     aln  sehingga l     sistem  normal     hukum  yalng  dikembalngka ln 
 

benalr-bena lr  da lpatl        efektif  diterapkl aln  dallalm  prakl      tik  untuk  menjalmin  kepalstialn, 
 

kealdilaln daln kemalnfaal     tl   aln. 
 

Ketiga,l dengaln  metode  omnibus lalw,  kebijalkaln  negalra l    danl pemerintahl aln 
 

yalng   berlalku   mengikalt   karl    ena l        ditualngkaln   resmi   dallalm   bentuk   peralturanl 
 

perundalng-undalngaln   dalpa lt   lebih   mudalh   dimengerti,   sehingga l        lebih   mudalh 
 

diimplementalsika ln   atl   aul dilakl sa lnakl aln   sebalgalimalnal        mestinya l        dallalm   pralktik 
 

dilapangan.55 Jika dibandingkan dengan suatu kebijakan tuntunan aturannya 
 

terdalpatl di balnyakl undalng- undanl g, makl a l   balgi mereka l   yalng tidakl bergelut alkra lb 
 

 

 
 

52 Maria Farida Indrati Soeprapl    t o, Ilmu Perundanl       g -Undalngaln danl Dasl     arl     -Dasl     arl Pembentukalnnyal, 

Kalnisius, Yogyalkalrtal, 2018, 25. 
53 Maria Farida Indrati Soeprapl    t o, Ilmu Perundanl       g -Undalnganl danl Dalsalr-Dalsarl Pembentukanl       ny a,l 

Kalnisius, Yogyalkalrta,l  
54 Maria Farida Indrati 

2018, 25. 
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-Undalngaln danl 
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dengaln  ilmu  perundalng-undalngaln  alkaln  menghaldalpi  kesulitaln  untuk  membalca l 

 
begitu  balnyalk  peraltura ln  halnyal      untuk  mengaltalsi  sua ltu  permalsa llalhaln  konkret 

 

tertentu ditalmbalh dengaln alntalra l    peraltura ln-peralturanl         tersebut salling bertentangl aln 
 

daln halrus menentukaln altura ln malna l   ya lng diikuti. Dengaln pendekatl   aln omnibus lalw, 

hall tersebut dengaln sendirinyal  teratl   alsi, ka lrena l  pelbalgali undalng-undalng yalng sa lling 

berbeda l      itu  disa ltukaln  pengalturalnnyal      dallalm  sa ltu  nalska lh  yalng  halrmonis  da ln 

terpaldu. 

 

C. Bagaimana tinjauan siyasah Islam tentang omnibus law dalam struktur 

perundang-undangan. 

Siyalsalh  islalm  a lda llalh  balgialn  alturanl islalm  yalng  membalhasl masl    allalh 
 

perundalng-undalngaln negalra l   algarl       sejallaln dengaln syalriatl       isla lm. Arl    tinya,l      undalng- 
 

undalng  itu  konstitusinya l       halrus   mengalcu  daln  mencerminkaln  prinsip-prinsip 

hukum Isla lm, yalng digalli dalri All-Qur‟aln daln Als-Sunna lh, balik mengenali alkidalh, 

ibadl     alh, akl      hlak,l mua lmallalh, maupul n semua l ya lng berhubunga ln dengaln 
 

ketaltalnegalra la ln.  Oleh  ka lrena l     itu,  di  dalla lm  siyalsahl i  s  l  a lm  biasa ll         nya l     dibatl   asil 
 

halnya l    membalhals pengatl   uraln da ln perundalng-undalngaln yalng dituntut oleh ihwall 

kenegalra la la ln dalri segi persesua lialn dengaln prinsip-prinsip algalmal   daln merupalka ln 
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realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.56 
 

Sa llalh  saltu  a lspek  darl    i  isi  konstitusi  a ltaul undalng-undalng  dalsarl         adl     allalh 
 

bidalng-bidalng  kekualsa laln  negalra l.  Kekua lsa la ln  itu  dikenall  dengaln  istilalh  Maljlis 
 

Syural     altalu alhlul hallli wall          alqdi atl   aul         seperti yalng disebut Abul „Ala ll Al-l       Maududl   i 
 

seba lgali Dewa ln Penasl    ehalt  sertal    All-Ma lwa lrdi menyebutnya l    dengaln Alhl-Ikhtiyarl      . 

Alda lpun kekua lsa laln negalra l   ini dibalgi dallalm tiga l   bidalng yalitu: 

1. Tugals menciptakl     anl         perundalng-undalngaln ya lng sesua li dengaln aljarl    aln Islalm. 
 

Untuk  melalksa lnalka ln tugals  ini,  malka l    negarl    a l    memiliki kekuasl    alaln  legislaltif 
 

(all     -sultahl             all     -talsri‟yyalh). Dala ll        m hall ini, negarl    a l   memiliki kewena lngaln untuk 
 

melalkukaln interpretasl    i, alnallogi daln inferensi a ltasl       nalsh-na lsh Al-l       Qur‟aln danl 
 

Ha ldis. 
 

2. Tugals   mela lksa lnakl     aln   undalng-undalng.   Untuk   melaksa ll nakl     alnnya,l negalra l 

 

memiliki  kekualsa laln  eksekutif  (all     -sultalh   all-talnsfidziyalh).   Disini   negarl    al  

memiliki    kewena lngaln    untuk    menjalbarl    kaln    da ln    mengalktuallisa lsikaln 

perundalng-undalngaln yalng telalh dirumuskaln tersebut. Da llalm ha ll ini, nealga lra l 

melalkukaln kebija lkaln balik ya lng berhubunga ln denganl        dallalm negeri, maupul n 
 

yalng menyalngkut dengaln hubungaln dengaln hubungaln negalra l   lalin (hubungaln 

internasl    ionall). 

3. Tugals   mempertahl     alnkaln   hukum   daln   perundalng-undalngaln   yalng   telalh 
 

diciptalkaln oleh lembalga l   legislaltif, tugals ini dilakl     ukanl        oleh lembagl     a l   yudikatl   if 
 

(all     -sultahl             all     -qaldhal‟iyalh). Dala ll        m sejarl    ahl        Isla lm, kekualsaa ll     n  lembagl     al   ini 
 

 

 

 
 

56Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundalng-Undanl       g anl daln  Dalsalr-Dalsarl Pembentukalnnyal, 

Yogyalka lrta:l     Kanil       sius, 2018, 25. 
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bialsa lnyal       meliputi  wila lyalh  all     -hisbalh  (lembalga l      peraldilaln  menyelesalikaln 

perkalra l-perka lral   pelalnggalra ln ringaln seperti kecuralngaln daln penipualn dallalm 

bisnis),   wila lyalh  all-qaldha‟l          iyalh   (lembagl     a l       peradl      ilaln   yalng   memutusakl     anl 
 

perkarl    al-perka lral    alntarl    al    sesa lmal    warl    galnyal, balik perdaltal    maul     pun pidalna)l       danl 
 

wila lya lh   all     -mazl      hall     im   (lembalga l        peraldilaln   yalng   menyelesikaln   perkalra l  

 

penyelewenga ln   pejalbalt   negalra l        dalla lm   melakl     salnakl     aln   tugasnyal ,l seperti 
 

pembuatl   aln  keputusa ln  politik  yalng  merugika ln  daln  melalnggalr  kepentinga ln 
 

atl   alu  halk-ha lk  ralkyatl        sertal    perbuatl   anl pejalbatl        negalra l    yalng  melalnggarl        HAMl 
 

ra lkya lt. 
 

Jadl      i dapl      atl       disimpulkaln balhwasa ll         nnya l    didallalm siyalsalh  isla lm ini terdapl     atl 
 

tiga l    lembalgal    yalng  sa lmal    hallnya l    dengaln  yalng  beralda l    di negalra l    Indonesia l    yalkni 
 

lembalga l   all-sultalh all     -tasl      ri‟iyalh, lembagl a l   all     - sullta lh all-talnfidziyahl , danl lembalga l 

 

a ll-sultalh all-qaldha l‟iyalh, ya lng malna l   dalla lm membualt daln memutus sua ltu unda lng- 
 

undalng lembalgal   tersebut halrus mengalcu padl     al   nilali-nila li yalng terkandul ng dallalm 
 

All- Qur‟aln daln Als-Sunna lh. Ya lng lebih mengedepalnkaln kepentingaln- 

kepentingaln dalri ma lsya lra lka lt Islalm. 

 

Legislalsi  altalu  kekualsaal ln  legislalsi  disebut  juga l     all     -sultahl all-  talsri‟iyalh, 
 

yalitu  kekualsa laln  pemerintalh  Islalm  dallalm  membuatl danl menetalpkaln  hukum. 
 

Menurut   Isla lm,   tidalk   seoranl     gpun   berhakl menetapkl anl hukum   yalng   akl     aln 
 

diberlakl     ukaln bagl      i umatl      Isla lm. Ha ll ini ditega lska ln sendiri oleh Allall h dallalm Suratl  
 

All-Aln‟alm, 6:57 (inallhukm illa lh lillalh). Alkaln tetalpi, da llalm wa lca lnal   fiqh siyalsalh, 

istilalh   all-sultalh   all     -tasl      hri‟iyalh   digunalkaln   untuk   mewujudka ln   sa llalh   sa ltu 

kewena lngaln  atl   alu kekualsa laln pemerintalh Isla lm dallalm mengaltur malsa llalh 
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kenegarl    alaln.   Disa lmping   kekualsa la ln   eksekutif   (all-sulaltalh   all-talnfiziyahl        ),   danl 
 

kekualsa la ln  yudikaltif  (all     -sultahl all-qaldlail     yalh).  Da llalm  konteks  ini  kekuasl    alaln 
 

legislaltif beralrti kekua lsa la ln altaul kewena lngaln pemerintalh Isla lm untuk 
 

menetalpa lkaln hukum yalng alka ln diberlalkukanl daln dilaksl alnakl     aln oleh 
 

malsyalrakl altnya l     berdasl    alrka ln  ketentuanl yalng  telalh  diturunkaln  oleh  Allla lh  SWT 
 

57 
dallalm sya lriatl      Islam. 

 

 

Di da lla lm siyalsahl 
 

isla lm, terdapl 
 
alt lemba lga l   ahl 

 

lul hallli wall 
 

aql 
 

di. Lembalga l 

 

a lhlul  hallli  wall  aql di  ini  aldalla lh  lembagl a l      perwa lkilaln  yalng  menalmpung  daln 
 

menyallurkaln   alspiralsi   alta lu   sua lra l         masl    ya lra lka lt.   sertal         lembalga l         inilalh   yalng 
 

menetapl alka ln  daln  mengalngkatl kepalla l     negalra l     seba lgali  pemimpin  pemerintalhaln. 
 

Lembagl     a l    alhlul  hallli  wall  alqdi  mempunyali  wewena lng  mengarl    ahkl aln  kehidupaln 
 

malsyalra lka lt  kepalda l      yalng  malslalhatl   ,  sertal     berwena lng  untuk  membualt  undalng- 
 

undalng  yalng  mengikatl       kepadl     al    seluruh umatl       di dallalm hall-hall yalng tidakl diatl   ur 
 

secarl    a l   tegasl oleh Allqur‟anl danl Hadis.58Undang-Undang dan Peraturan ya lng akl aln 
 

dikelualrka ln  oleh  kekualsala ln  A lhlul  hallli  wall  Aql        di  harl    us  mengikuti  ketentualn- 
 

ketentualn  kedua l    sumber  sya lria lt  isla lm  tersebut.  Oleh  Ka lrena l    itu,  dalla lm  hall  ini 
 

terdalpalt dual    fungsi lemba lga l    alhlul hall     li  wall aql di. Pertaml al, dallalm hall-hall ya lng 
 

ketentualnya l   suda lh terdalpalt di dallalm nalsh All-quraln daln Sunna lh, undalng-undalng 
 

yalng dikelualrka ln oleh Ahl lul hallli wall A lqdi adl allalh undalng-undalng illalhiyahl ya lng 
 

disya lria ltkanl     -Nya l   dallalm Al-l       quranl         daln dijelalska ln oleh Nabil SAWl dallalm Hadl      ist. 
 

 
 

 

57Sjadzali, Munawir, Islam 

2017, 18. 

danl Tatl    al     Negalral     Aljalraln, Sejalralh danl Pemikiraln, Jalkalrta:l UI Press, 

 

58 Suntana, Ija, Pemikiran Ketaltanl       e garl     aal       nl Islaml , Jalkalrtal: Sinarl Grafl   ika,l 2013, 28. 
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Na lmun hall ini sa lngalt sedikit, karl    ena l   padl     a l   prinsipnya l   kedua l   sumber aljarl    aln islalm 
 

tersebut   balnyalk   berbicalra l       malsa lla lh-ma lsallalh   yalng   globall  daln  sedikit   sekalli 

menjelalska ln  sua ltu  permalslalha ln  secalra l       terperinci.   Sementalra l       perkembalngaln 

malsyalra lka lt  begitu  cepatl        danl kompleks  sehingga l     membutuhkaln  jawl        albaln  ya lng 
 

tepalt untuk mengalntisipasl    inyal. 
 

Makl  a l   dalri itu, kekuasl    ala ln legislaltif alta lu Ahl lul hall     li wall Aql di menjallalnkaln 
 

fungsi kedualnyal yalitu melalkukaln penallalra ln krealtif (ijtihadl         ) terhadl     apl 
 

permalsa llalhaln-permalsallalhaln   ya lng   secalra l        tegals   tida lk   dijelalska ln   oleh   nalsh. 
 

Disinilalh perlunya l   Alhlul hall     li wall A lqdi tersebut diisi oleh mujtahl        id danl        ahlil fatwa ll 

 

seba lgalimalna l      yalng  telalh  dijelasl    kaln  di  altasl    .  Mereka l      melalkukaln  ijtihald  untuk 
 

menetalpka ln hukumnya l    dengaln jallaln  qiyasl             (anall logi). Mereka l    berusa lha l    mencaril 
 

„illatl atl   aul seba lb   hukum   yalng   adl     a l       dallalm  permalsallalhaln   yalng   timbul  da ln 
 

menyesua lika ln dengaln ketentualn  na lsh,  ijtihald  alnggotal    legislaltif  halrus  mengalcu 
 

kepalda l     prinsip  jall     b  all-malshall     ih  daln  dafl             all     -malfasidl (mengalmbil  malsla lhatl        danl 
 

menolakl kemudorotaln). Kekua lsa laln ahl lul hallli wall alqdi inilalh yalng menjalla lnka ln 
 

lembalga l   all     -sultalh all     -talsri‟yahl untuk membualt sua ltu undagl -undang yang baik.59 
 

 

Di  da llalm  siyasl      ahl 
 

islalm  halk  da ln  kewa ljibaln  ralkyalt  altaul 
 

wa lrgal     negalra l  

 

merupalka ln  kewa ljibaln  kepa lla l     negalra l.  Aldapl     un  kewa ljibaln  kepalla l    negarl    al    adl     allalh 
 

seba lgali berikut: 
 

 

1. Mendidik da ln membimbing rakl 
 
ya lt padl 

 
a l   keima lnaln daln ketalkwa la ln. 

 

2. Memimpin rakl yatl dengaln adl il, jujur, almalnalh, terbukal, danl bertalnggung jalwa lb. 
 

 

 
 

59 Marzuki, Peter Mah mud. Penelitianl Hukum Edisi Revisi. Jalkarl   atl   a:l Kencalna,l    2017, 17. 
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3. Meningkaltkanl kesejalhteralaln rakl ya lt. 
 

4. Meningka ltkaln rasl    a l   almaln daln ketentralmaln hidup ralkyalt. 

 

5. Memeliha lra l   seluruh asl    set negarl    al. 
 

6. Bertalnggung jalwa lb atl   als kema lslalhaltanl kehidupaln rakl yaltnyal, da llalm beralgalmal, 
 

kehidupaln sosia ll-ekonomi, kealmalnaln, daln ketertibaln, sertal   kealdillaln. 
 

Alda lpun halk-hakl wa lrga l  negalra l  dallalm islalm terdiri altals ha lk-hakl politik daln 
 

halk-halk umum. Ya lkni: 
 

1. Ha lk memilih (Haql        q A ll-Intikhalb) 
 

2. Hakl untuk dialjakl bermusya lwarl    alh (Haql q All     -Musyawl alratl     ) 

 

Da lla lm   pela lksa lnalalnyal        musyalwarl    alh   adl     a l        yalng   menggunakl     aln   sistem 
 

perwa lkilaln atl   alu all-wikall     ahl . Perwa lkilaln (all     -wikall     ahl ) kepa lda l    kepallal    negarl    al    altasl 
 

rakl  ya lt  merupalkaln  perwakl ila ln  rakl ya lt  yalng  terikalt  (all     -wikall     alt  all-muqayl yadl atl     ). 
 

Dia lntarl    al pengikatl   -pengikaltnya l alda lla lh kewa ljibaln kepallal negalra l untuk 
 

bermusya lwa lra lh dengaln rakl      yatl   .  Hall       ini telalh dinalshka ln dengaln  jelasl        dallalm Al-l 
 

Quranl yakl ni  terdalpalt  dallalm  Sura lt  Alli  Imraln  alyalt  159  yalng  arl    tinyal:  “Daln 
 

bermusya lwa lra lhla lh  dengaln  mereka l    dallalm  urusa ln  itu”.  Musyalwa lra lh  merupalkaln 

sunna lh Na lbi SAlW. Meskipun Rasl    ulullalh SAlW. Menerima l   wa lhyu, nalmun belialu 

sa lngatl gemalr  bermusya lwa lra lh  dengaln  parl    a l      salhabl alt  sehingga l      system  politik 
 

bernegarl    al     yalng  ditetalpalka ln  oleh  nalsh  All-Qur‟aln  daln  All-Ha ldis.  Contoh,  Nalbi 
 

bermusa lwa lrh da llalm memutuska ln Peranl g Badl alr da ln da llalm memutus untuk kelua lr 
 

kotal  alta lu tidakl        dallalm Peralng Uhud. Sa lmal   hallnya l   denga ln membuatl      suatul undalng- 
 

undalng  tentunyal     halrus  bermusya lwarl    alh  juga l     tentunyal     dengaln  musya lwa lra lh  itu 

melibaltkaln  peraln  malsyalra lka lt  juga l     jikal     melihalt  da lri  ungka lpa ln  tersebut  dialtals. 
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Sehingga l      jikal      parl    a l      ulalmal      mengaltakl aln  ba lhwa l      jikal      kepallal      negalra l      tidakl ma lu 
 

bermusya lwa lra lh  denga ln  alhlul  „ilmi  wald  din  sehingga l     menurunkalnnya l     alda lla lh 

ljib. 

Jika l       dikalitkaln   dengaln   pembentukaln   undalng-undalng   omnibus   lalw   di 
 

Indonesia l,  pembentukanl     ya l    sendiri tentunya l    tidakl terlepasl        dalri peranl  Pemerintalh 
 

dallalm hall ini Presiden selalku  Kepa llal    Pemerintalhaln bersa lma l    dengaln DPR untuk 
 

mewa lkili dalri pera ln  masl    yalra lka lt,  sa lma l    hallnyal    peraln A lhlul  hallli  wall  Aql        di  da lla lm 
 

negalra l    Islalm, lembalga l    tersebut berhalk membentuk atl   uranl         hukum yalng balik bagil 
 

malsyalra lka lt. Nalmun yalng menjaldi persoa llaln adl allalh apl alka lh pembentukaln omnibus 
 

la lw ini suda lh sesua li dengaln ketentualn da llalm siysalh dusturiyahl        . 

 

Berda lsa lrka ln     penjelasl    aln     dia ltals,     mengenali     pembentukaln     unda lng- 

undalng/hukum menurut siyalsalh isla lm, jika l   dialnallisis da llalm pembentukaln omnibus 

la lw  di  Indonesia l      malka l,  nila li  nilali  islalm  dallalm  pembentukaln  omnibus  lalw  di 

Indonesia l     malsih  belum  terwujud.  Ha ll  ini  bisa l     dilihatl        pembentukanl Ra lncalngaln 
 

undalng-undalng  cipta l    kerjal    (omibus  lalw)  dilingkungaln  pemerintahl padl a l    sa lalt  itu 
 

nalmpakl nya l   balnyalk kekuranl galn yalng diralsa lka ln oleh malsyralkalt, khusunya l   terhaldalp 
 

parl    tisipalsi malsyarl    akl alt danl tralnsparl    alnsi   (keterbukala ln) informa lsi. Pa lda lhall, 
 

parl    tisipalsi malsyalrakl alt  dallalm pembentukanl peratl   uraln perunda lng-undalngaln dialtur 
 

dallalm  palsa ll  96   Unda lng-undalng   tentalng   pembentukanl peratl   uranl perundalng- 
 

undalngaln,  disebutkaln  ba lhwa l     “masl    ya lra lkalt  berhalk  memberikaln  malsuka ln  secalra l 

 

lisa ln  daln/altalu  tertulis  da lpalt  dilalkuka ln  melallui:  ralpalt  dengaln  pendapl     atl        umum, 
 

 

 
 

60 Yuliandri, Asas-Asas 

Raljal  Gralfindo, 2019, 35. 

Pembentukanl  Peratl    uraln  Perundalng-Undalnganl Yalng  Balik,  Jakl    alrtal:  PT. 
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kunjungaln kerja,l sosia llisa lsi, da ln/alta lu seminarl loka lkarl    y l, da ln diskusi”. 

 

Sehinggal,  keterbukaal     nl informalsi  membentuk  suatl   u  undangl -undalng  yalng 
 

balik   merupakl     aln   kewa ljibaln   karl    enal        sudalh   tertuangl dallalm   sallalh   satul asal         sl 
 

pembentukaln peralturanl        perundalng-undalnga ln. Dida llalm membentuk suatl   u undangl - 
 

undalng  yalng  balik  halrus  memperhatl   ikaln kesejalhteralaln ralkyatl   nyal,  jalngaln sa lmpali 

dengaln dibentuknyal    sua ltu unda lng-undalng justru ma llalh membualt ralkya lt semalkin 

sengsa lra l.  Da ln  juga l     didallalm  membualt  sualtu  unda lng-undalng  halrus  dimulali  dalri 

tahl     apl perencalnalaln,  persiapl     aln,  teknik  penyusunaln,  pembalhalsa ln  daln  penetapl     an,l 
 

pengundalngaln  sa lmpali  penyebalrlua lsa ln.  Sementalra l    pembentukaln  omnibus  lalw di 
 

Indonesia l   sendiri belum mewujudka ln tahl alpa ln-talhapl anl itu, ka lrena l   bisa l   dilihalt dalri 
 

pembalhalsa ln dalri pembentuka ln omnibus lalw tidakl tranl spa lra ln daln tidalk melibaltkaln 
 

parl    tisipalsi publik.  Alrtinya l    pembentukanl omnibus  lalw ini  malsih  balnyakl terdalpalt 
 

kelemalhaln terhadl apl pembentukalnnyal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

61 Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jalkalratl   a:l Kencanl  a,l    2017, 25. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
 

Untuk  menja lwa lb  pertanl     yaal     ln  sebagl     alima lna l      yalng  telalh  dirumuska ln  palda l 

 

rumusa ln malsa lla lh di balb pendalhulualn, malka l   penulis merumuska ln dual   kesimpulaln 
 

sebagl     ali berikut : 
 

1. Konsep  Pemerintalh  Republik  Indonesial     menggunalka ln  metode  omnibus  lalw 
 

dallalm penatl   alaln peralturaln perundalng-undalngaln iallahl        sebagl     ali bentuk sa llalh satul 
 

straltegi   dalla lm   pencalpa lialn   sa lsa lra ln   Visi   Indonesia l        2045   yalitu   denga ln 

penyederhalnalaln, halrmonisa lsi da ln sinkronisa lsi peratl   uraln perundalng-undalngaln 

terhaldalp pembentukanl         regulasl    i yalng tidakl terkendalli selalma l    ini di Indonesia l 

 

dallalm  menghaldalpi persoa llaln  menjadl      ikaln perekonomialn Indonesia l    malju  daln 
 

berdalyal sa ling sebagl      ali perwujuda ln perencalnaall     n programl percepatl   anl 
 

pembalngunaln daln peningkalta ln kesejalhteralanl masyarll akl     atl       di bidalng  ekonomi 
 

dengaln memberikaln kemudalhaln berusa lhal. Pemerintalh mengesa lhkaln Unda lng- 
 

Unda lng Cipta l   Kerja l   sebalgali bentuk trobosa ln dallalm penggunaal     ln omnibus lalw 
 

di Indonesial   yalng merubalh 82 Unda lng-Undalng daln lebih dalri 1.200 Pa lsa ll. 
 

2. omnibus   lalw   merupakl     aln   sua ltu   metode   dallalm   pembentukanl perundalng- 
 

undalngaln  daln  jikal       ditinja lu  daltri  perspektif  sistem  peraltura ln  perundalng- 

undalngaln di Indonesia l   kedudukaln Unda lng-Unda lng halsil dalri metode Omnibus 

Lalw  dallalm   hieralrki  pera lturanl perundalng-undalngaln  adl      allalh  sa lma l       dengaln 
 

Unda lng-Unda lng. Oleh karl    enalnyal   Unda lng-Unda lng Ciptal   Kerja l   kedudukalnnya l 

sa lmal    dengaln  Unda lng-Unda lng  yalng  dialtur  da llalm  Palsa ll  7  alyalt  (1)  Unda lng- 
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Unda lng  Nomor  12  Talhun  2011  tentalng  Pembentukaln  Peralturanl Perunda lng- 
 

Unda lngaln. Secalra l  teori perundalng-unda lngaln di Indonesial, kedudukanl        Unda lng- 
 

Unda lng  dalri  konsep  omnibus  lalw  memalng   belum  di  alta lur   na lmun  bisa l 

 

ditemukaln legistimalsi yalng ralsionall jika l    melihatl       sistem perundalng-undalngaln 
 

di Indonesial.  Jika l    mengalnggalp  ba lhwa l    omnibus lalw aldallalh produk peratl   uranl 
 

perundalng-undalngaln      sejenis      peratl   uraln      perunda lng-undalngaln      malka l  

sesungguhnya l      tidalk  a lda l      malsa llalh  kalra ln  undalng-undalng  termalsuk  hiera lrki 

peratl   uraln  yalng  dialtur  oleh  Unda lng-Undalng  Nomor  12  Talhun  2011  tentalng 

Peraltura ln  Perundalng-undalngaln.  Denga ln  demikialn,  tinjalua ln  altals  kedudukaln 

omnibus  lalw  Cipta l      Kerjal      dallalm  sistem  peralturaln  perunda lng-undalngaln  di 

Indonesia l        dalpatl didasl    alrkanl  padl     al        UU   Nomor   12   Tahul n   2011   tentangl 
 

Pembentukaln Peralturaln perundalng-undalngaln seba lgalimalnal    yalng telalh diubalh 
 

denganl UU Nomor 15 Talhun 2019 tentanl g perubalhaln a ltals UU Nomor 12 Talhun 
 

2011 tentalng Pembentukaln Peratl   uraln Peundalng-undalngaln. 
 

3. Adl  alpun  menurut  siyalsahl isla lm,  penulis  berkesimpulaln  balhwal,  pembentukaln 
 

omnibus lalw ini malsih terdalpalt kekuranl     galn, karl    ena l   didallalm membentuk suatul 
 

undalng-undalng halrus meliputi talhalp perencalnaal     ln, persiapall n, teknik 
 

penyusuna ln, pembalhalsa ln dalnpenetalpa ln, pengundalngaln sa lmpa li 
 

penyebalrlua lsa ln.  Sementalra l      pembentukanl omnibus  lalw  di  Indonesia l      belum 
 

mewujudka ln   talhalpaln-   talhalpa ln   itu,   kalrena l       bisal       dilihalt   tralnspa lra lnsi   balgi 
 

masl    yalralkatl untuk meninjaul pembentukanl omnibus lalw ini belum terea llisa lsika ln. 
 

Alrtinya l   ini bertentalnga ln dengaln prinsip dalsa lr siyasl      ahl             islalm. Karl    enalnya l  siyalsa lh 
 

islalm lebih menekalnkaln kemasl    lalhaltanl        bagil kepentinga ln malsyarakatlll balnyak.l 
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B. Saran 

 

1. Kedepa lnnyal   perlunya l   alda lnyal   legitimalsi mengenali metode omnibus lalw secalra l 

 

mendeta lil daln jelals dengaln melalkukaln pembalhalrua ln terhadl     apl        Unda lng-Unda lng 
 

Nomor 12 Tahl un 2011 tentalng Pembentukanl Peralturaln Perundalng-Unda lnga ln 
 

di  Indonesial      seperti  palra lmeter  tertentu  ya lng  menghalruska ln  pembentukaln 
 

peralturaln perundalng-undalngaln menggunalkaln metode omnibus lalw altaul        tidak;l 
 

2. Dilakl     ukalnnya l    preview  sebelum  undalng-undalng  halsil  omnibus  lalw  disa lhkaln 
 

dallalm hall menghindalri da lmpa lk kedepalnnyal, mengingalt omnibus lalw memiliki 
 

ruanl g lingkup yalng salngatl luasl    , menjalngkalu da ln melibaltkanl balnya lk pemalngku 
 

kepentingaln terkalit. 

 

3. Da llalm penentualn mengenali prosedur dallalm pembentukaln peraltura ln 
 

perundalng-undalngaln diwa ljibkaln adl alnyal tralnsparl    anl si daln melibatl   ka ln 
 

parl    tisipalsi publik dallalm setialp talhapl     a ln penyusuna ln. 
 

4. Pemerintalh  daln  DPR  ha lrus  tetalp  memperhaltika ln  sejaul      h  malna l     kepentingaln 
 

rakl      yatl      terwakl      ili daln tetapl        memperhaltikaln tujua ln hukum itu sendiri yalitu selalin 
 

memberikaln  kepalstialn   hukum  daln  kemalnfa la ltaln  tetapl      i  jugal       memberikaln 
 

kealdilaln. 
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